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Kebijakan Penyelenggaraan Ibadah Haji di dalam UU No. 13 Tahun 2008 belum  
maksimal  memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan jamaah haji. Melalui  
adopsi  nilai-nilai prinsip-prinsip GCG diharapkan  menjadi landasan hubungan antara 
semua pihak yang berkepentingan dalam penyelenggaraan ibadah haji termasuk dengan 
stakeholders kementerian agama agar melakukan pengelolaan dengan baik. Permasalahan 
dalam penelitian ini adalah. (a)Bagaimanakah Subtansi formulasi peraturan dan 
pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji di Indonesia khususnya mengenai 
perlindungan hukum kepada jamaah haji?(b).Bagaimana urgensi adopsi nilai-nilai 
prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) pada tata kelolah Penyelenggaraan 
Ibadah Haji di Indonesia dalam upaya memberikan perlindungan hukum kepada jamaah 
haji?(c).Bagaimana model dan format adopsi nilai-nilai dan prinsip-prinsip GCG dalam 
penyelenggaraan Ibadah Haji yang akuntabel? 
Penelitian ini menggunakan paradigma Post Positivisme dan merupakan 
penelitian sosio legal atau yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis mempunyai maksud 
yaitu pendekatan hukum sebagai suatu institusi sosial yang riil dan fungsional dalam 
kehidupan bermasyarakat yang terjadi dan perilaku-perilaku anggota masyarakat yang 
mempola. Pendekatan yuridis dilakukan untuk menganalisis aturan perundang-undangan 
dan peraturan lain yang terkait dengan regulasi di bidang penyelenggaraan haji, sehingga 
fokus kajian dari aspek peraturannya atau aspek normatifnya atau sebagaimana 
seharusnya sesuai dengan peraturan hukumnya. Adapun pendekatan sosiologis 
dimaksudkan untuk menganalisis perilaku orang-orang atau analisis realitas sosial para 
pelaku di bidang haji, baik pelaku dalam hal ini pembuat kebijakan, pihak yang terkait 
dengan operator penyelenggaraan haji mapun jama‟ah haji itu sendiri yang mendasari 
terjadinya kepatuhan maupun penyimpangan hukum sebagaimana terjadi dalam praktik.  
Hasil dari penelitian ini adalah bahwa (a). UU Penyelenggaraan Ibadah Haji belum 
memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap kepentingan jamaah haji dalam 
bentuk reformulasi kebijakan UU penyelenggaraan Ibadah Haji. (b).Keberlakuan UU 
Penyelenggaraan Ibadah Haji belum berpengaruh secara signifikan terhadap kepentingan 
perlindungan hukum  jamaah haji sehingga diperlukan  adopsi nila-nilai dan  prinsip-
prinsip GCG dalam tata kelola penyelenggaraan Ibadah haji  terasa urgen supaya terjadi 
harmonisasi antara kemenag dengan stakholder dalam menjalankan amanah ini. 
(c).Perlunya model baru terhadap penyelenggaraan ibadah haji melalui regulasi dan 
kelembagaan serta penerapan  nilai-nilai dan prinip-prinsip GCG dalam bentuk SIM ISO 
di dalam penyelenggaraan Ibadah Haji Indonesia 
Berdasarkan kesimpulan ini direkomendasikan agar Presiden,  kemenag dan pihak 
instansi  lain yang berkaitan dengan tata kelola penyelenggaraan ibadah haji  segera 
menerbitkan aturan tata kelola penyelenggaraan ibadah haji yang bersendikan nilai-nilai 
dan prinsip-prinsip GCG dalam melindungi kepentingan jamaah haji indonesia baik 
secara perubahan paradigma penyelenggaraan ibadah haji, regulasi, dan kelembagaan. 
Kata Kunci : Penyelenggaraan Ibadah  Haji, Good Corporate Governance 












Policy of implementation hajj in law 13 in 2008 not yet to give the 
maximum legal protection against the interests of the pilgrims. Through the 
adoption values of GCG principles be expected became the basis the 
relationship between all stakeholders in the implementation of hajj include 
religious ministry stakeholders in order to manage well. Problem in this research 
is:  a). How formulation development and implementation of regulations Hajj in 
Indonesia, particularly regarding legal protection to the pilgrims? b). How 
urgency adoption of the values of GCG principles in the governance of Hajj in 
Indonesia in an effort to provide legal protection to the pilgrims? c). How to 
model and format adoption of values good corporate governance principles in 
organizing hajj accountable? 
This study used a paradigm Post Positivism and constitute research of 
socio legal or juridical sociological. Juridical approach is law approach as a 
social institution that is real and functional in society and the behaviors of 
community members are patterned. Juridical approach conducted to analyze the 
rules of law and other regulations related to the regulation in the field of 
organizing the pilgrimage, so that the focus of the study from aspects the 
regulation or normative aspect or as it should be in accordance with legal 
regulations. The sociological approach is intended to analyze the behavior of 
peoples or the analysis of social reality of the actors in the field of Hajj, Both 
actors in this policy, the operator associated with the implementation of the Hajj 
and pilgrims itself that caused the compliance or violations of the law which 
occur in practice. 
 Results from this study is that:  (a). Law of hajj haven't give protection 
guarantee legal toward interests of the pilgrims in the form of reformulating the 
law organizing Hajj. (b). The applicability of Law Hajj has not influence so 
significantly to the interests of pilgrims, So that need the application of the 
urgency of the adoption of values the principles of good corporate governance 
in the governance of the organization of Hajj in order that be harmonization 
between MORA with stakeholders in carrying out this mandate. (c). The need 
fora new model for the organization ofthe pilgrimagethrough the setting and 
institutional as well as the application of the values and principles of good 
corporate governance in the form of an ISO SIM inorganizing Hajj Indonesia. 
Based on this conclusion it is recommended so that the President, the 
Ministry of Religious and the other institutions related to the governance of the 
organization of the hajj soon publish governance rules organizing the pilgrimage 
which base on values and prinsips GCG in protecting the interests of the 
pilgrims.  









A. Latar Belakang 
Ibadah haji bagi umat Islam merupakan kewajiban utama ke lima dari 
Rukun Islam. Haji wajib dikerjakan satu kali seumur hidup bagi setiap 
muslim yang sudah masuk kategori mukallaf, artinya dewasa dan berakal, dan 
mempunyai kesanggupan untuk melaksanakannya. Perintah haji dengan 
syarat kesanggupan atau dalam bahasa arab disebut istatha‟ah secara 
dogmatis merupakan perintah yang bersifat mutlak dari Allah SWT, yang 
ditentukan di dalam Al-Quran, surat Ali Imran, ayat (97). Syarat kesanggupan 
tersebut berkaitan dengan sifat khusus dari ibadah haji itu sendiri yaitu hanya 
dapat dilaksanakan pada waktu-waktu tertentu dan tempatnya hanya di 
Makkah Almukarramah, Arab Saudi. Dalam hal ini kesanggupan ini meliputi 
biaya perjalanan maupun biaya hidup, serta sehat fisik maupun mental, 
jaminan keamanan atau keselamatan dalam perjalanan dan ketercukupan 
nafkah untuk  keluarga yang ditinggalkannya.  Terhadap perintah tersebut 
bagi umat Islam yang mempunyai kesanggupan diwajibkan segera 
melaksanakannya. 
Ibadah haji yang merupakan rukun Islam kelima, selalu menjadi niat 
dan keinginan „life-time‟ bagi setiap muslim. Ibadah haji bukan saja kegiatan 
„manasik‟, dan kegiatan lain yang bersifat phisik, tetapi seharusnya juga 
memiliki berbagai implikasi dan dampak dalam kehidupan individu dan 
masyarakat muslim jika ibadah haji juga difahami dalam pendekatan filsafati 
atau tasawuf. Ibadah haji hampir selalu memiliki dampak transformatif dalam 
kehidupan individu, sosial jamaah, dan umat Islam. Oleh karena itu, tidak 
mengherankan jika ibadah haji yang merupakan „life-time physical and 
spiritual journey’ itu selalu menjadi concern pemerintah pada masyarakat 
muslim di manapun. Sejak terbentuknya entitas sosial, budaya dan politik 
Islam, tidak terkecuali di Indonesia, yaitu di masa kesultanan, pemerintah 
kolonial Belanda, sampai Pemerintahan Republik Indonesia, setelah 
kemerdekaaan hingga masa reformasi sekarang ini. Meskipun Negara 
Indonesia bukan Negara agama, tetapi juga bukan pula Negara 
sekuler.Negara Indonesia adalah Negara kesejahteraan (welfare state) yang 
mempunyai tanggungjawab terhadap pemenuhan kebutuhan rakyatnya.Ibadah 
haji juga merupakan hajat hidup orang banyak, mengingat lebih dari 90 % 
penduduk Indonesia adalah beragama Islam. Keterlibatan pemerintah secara 
langsung menjadi keharusan sebagai konsekuensi upaya  perlindungan 
terhadap warganya yang akan melaksanakan ibadah haji, baik dalam bentuk 
pengaturan, pengelolaan, maupun pengawasan haji. 
Indonesia telah mencoba berbagai kemungkinan penyelenggaraan 
ibadah haji di antaranya dengan membentuk Kementerian Haji, swastanisasi 
haji, dan yayasan di bawah Kementerian Agama. Dalam sejarah 
perjalanannya menunjukkan bahwa penyelengaraan haji tidak bisa dilepas 
ix 
 
dari peran dan tanggung jawab pemerintah sebagai fungsi pelayanan publik 
dan perlindungan kepada masyarakat. 
Di dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2008 dinyatakan bahwa 
penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas nasional dan menjadi tanggung 
jawab Pemerintah. Secara teknis, pelaksanaannya dikoordinasikan oleh 
Kementerian Agama dengan kementerian/lembaga terkait dan masyarakat 
termasuk pemerintah Arab Saudi. Dalam undang-undang tersebut, 
Pemerintah berfungsi sebagai regulator sekaligus operator kebijakan publik, 
karena penyelenggaraan haji menyangkut hajat hidup orang banyak. 
Sedangkan faktor penyeimbang yaitu pembentukan Komisi Pengawas Haji 
Indonesia (KPHI) yang memiliki tugas melakukan pengawasan dan 
pemantauan terhadap Penyelenggaraan Ibadah Haji serta memberikan 
pertimbangan untuk penyempurnaan Penyelenggaraan Ibadah Haji Indonesia. 
Dengan demikian penyelenggaraan ibadah haji yang dikelola dan 
dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Penyelenggaraan Haji dan 
Umrah (PHU) senantiasa diawasi dan dievaluasi. Akan tetapi, apa yang 
dilakukan masih belum dianggap  maksimal.Begitu juga dengan 
implementasi kebijakan Kementerian Agama dalam penetapan biaya 
perjalanan haji tidak dapat dilakukan sendiri, tetapi ada pengawasan dari 
rakyat yang dalam hal ini  diwakili oleh anggota DPR RI. 
Dalam perkembangan dari waktu ke waktu, penyelenggaraan ibadah 
haji selalu saja ada masalah. Memang tidak mudah mengimplementasikan 
manajemen dalam penyelenggaraan ibadah haji, karena banyak pihak yang 
ingin terlibat dalam penyelenggaraan ibadah haji. Di samping itu, dari sisi 
pekerjaan juga sarat risiko. Pemerintah dalam waktu singkat harus mampu 
memobilisasi lebih dari 220.000 jamaah haji dari negara Indonesia ke Arab 
Saudi. Sedangkan kegiatan ini memiliki karakteristik tersendiri, yaitu: 
(1) Suatu perjalanan spiritual dan puncak ibadah seorang muslim;  
(2) Profil jamaah yang beragam, baik tingkat pendidikan, usia, 
maupun sosial budaya;  
(3) Jamaah dan petugas haji selalu berganti setiap tahun; 
(4) Jamaah sebagai subjek ikut dalam proses dan sekaligus menjadi 
output;  
(5) Melibatkan banyak lembaga/kementerian dan mitra kerja lainnya;  
(6) Menyangkut peredaran uang yang luar biasa; 
(7) Puncak kegiatan dilakukan di „negara orang‟ – dengan sistem, 
budaya, dan aturan yang berbeda;  
(8) Fasilitas terbatas, tidak sebanding dengan jamaah yang datang dari 
berbagai negara -- tempat kegiatan terpusat dan dilaksanakan pada 
waktu bersamaan.  
Berbagai regulasi terus dikeluarkan demi meningkatkan mutu layanan.  
Namun demikian, penyelenggaraan ibadah haji oleh pemerintah khususnya 
aspek pelayanan dan perlindungan konsumen selalu menyisakan 
ketidakpuasan pada jamaah haji. Penyelenggaraan ibadah haji belum ada 
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pengaturan untuk menerapkan urgensi prinsip-prinsip GCG. Saat ini dan ke-
depannya dalam penyelenggaraan ibadah haji ada kecenderungan untuk 
mengadopsi atau menerapkan urgensi prinsip-prinsip GCG baik internasional 
maupun nasional yang disesuaikan dengan budaya lokal masing-masing 
Negara. Karena itu, melalui penilitian disertasi ini akan di kaji tentang 
Urgensi GCG dalam tata kelola penyelenggaraan ibadah haji.. 
B. Permasalahan 
Permasalahan pokok dalam disertasi ini yaitu:(1). Bagaimanakah 
Subtansi  formulasi peraturan dan pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji di 
Indonesia khususnya mengenai perlindungan hukum kepada jamaah haji? (2). 
Bagaimana urgensi prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) pada 
tata kelola Penyelenggaraan Ibadah Haji di Indonesia dalam upaya 
memberikan perlindungan hukum kepada jamaah haji? (3). Bagaimana model 
dan format Prinsip-Prinsip GCG dalam tata kelola penyelenggaraan Ibadah 
Haji yang akuntabel? 
C. Proses Penelitian 
1.  Stand Point 
Secara teoritis, upaya memecahkan persoalan harus 
mempertimbangkan dua hal yang bersifat fundamental, yaitu bentuk dan 
sumber informasi yang dipergunakan untuk menjawab sekaligus cara 
mendapatkannya; dan bagaimana memahami serta menganalisis informasi itu 
untuk kemudian merangkainya menjadi satu penjelasan yang bulat guna 
menjawab persoalan yang diteliti.Dalam pengumpulan data, segala cara untuk 
memperoleh data baik  primer maupun sekunder yang berkaitan dengan tema 
penelitian ini diupayakan secara maksimal dan dalam hal ini peniliti 
menggunakan paradigma post-positivisme untuk menjawab permasalahan 
yang  dikaji 
Dalam memahani permasalahan dalam penyelenggaraan ibadah haji 
dari tahun ke tahun dan selalu menimbulkan permasalahan harus difahami 
dikarenakan berubahnya calon atau profil jamaah haji yang berbeda di setiap 
tahun dan aturan –aturan yang berubah. Melalui penerapan urgensi GCG 
dalam penyelenggaraan ibadah haji Indonesia diperuntukan untuk melindungi 
hak-hak jamaah haji sehingga ke depannya penyelenggaraan ibadah haji 
semakin dinamis dan akuntabel 
2. Paradigma 
Untuk mendukung tujuan penelitian, paradigma yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah paradigma post-positivisme. Paradigma post-
positivisme ingin membuktikan segala sesuatunya berbasis realitas (yang bisa 
dibangun  berdasarkan pengalaman, pengamatan), peneliti bersikap netral 
terhadap obyek penelitian. Sekalipun peneliti pemegang paradigma ini tetap 
bersikap netral terhadap obyek penelitian, tetapi ia ingin mengkaji apa yang 
sesungguhnya terjadi dari hal-hal yang seolah-olah sudah pasti. Paradigma 
post-positivisme secara ontologis mengkonsepsikan realitas sebagaimana 
adanya, namun disadari bahwa sesungguhnya banyak faktor yang 
mempengaruhi realitas itu. Konsekuensinya, secara ontologis paradigma 
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post-positivisme mengkonsepsikan hukum sebagai seperangkat peraturan 
yang berlaku dalam masyarakat  yang keberlakuannya akan dipengaruhi oleh 
faktor-faktor lain (ekonomi, politik, budaya dan lain-lainnya). Secara 
epistemologis, peneliti mendudukkan diri secara impersonal, terpisah dengan 
obyek penelitian. Posisi peneliti terhadap obyek adalah netral, tidak berpihak 
Paradigma post positivisme dalam disertasi ini dipergunakan untuk 
membuktikan urgensi GCG dalam penyelenggaraan ibadah haji untuk 
melindungi jamaah haji dan membangun penyelenggaraan haji yg akuntabel 
Peneliti dalam disertasi ini bersikap netral terhadap obyek penelitian. 
Kenetralan ini diposisikan oleh peneliti untuk melihat keberlakuan Urgensi 
GCG dalam penyelenggaraan ibadah haji dalam memberikan perlindungan 
jamaah haji indonesia  
3. Tipe dan Pendekatan Penelitian 
Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah bersifat socio legal 
atau yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis mempunyai maksud yaitu 
pendekatan hukum sebagai suatu institusi sosial yang riil dan fungsional 
dalam kehidupan bermasyarakat yang terjadi dan perilaku-perilaku anggota 
masyarakat yang mempola. Pendekatan yuridis dilakukan untuk menganalisis 
aturan perundang-undangan dan peraturan lain yang terkait dengan regulasi di 
bidang penyelenggaraan haji, sehingga fokus kajian dari aspek peraturannya 
atau aspek normatifnya atau sebagaimana seharusnya sesuai dengan peraturan 
hukumnya. Adapun pendekatan sosiologis dimaksudkan untuk menganalisis 
perilaku orang-orang atau analisis realitas sosial para pelaku di bidang haji, 
baik pelaku dalam hal ini pembuat kebijakan, pihak yang terkait dengan 
operator penyelenggaraan haji mapun jama‟ah haji itu sendiri yang mendasari 
terjadinya kepatuhan maupun penyimpangan hukum sebagaimana terjadi 
dalam praktik.  
4. Metode Penelitian 
Jenis dan Sumber Data 
Penelitian selalu memerlukan bahan atau data yang akan dicari 
kemudian diolah dan selanjutnya dianalisis untuk untuk mencari jawaban dari 
permasalahan penelitian yang diajukan. Soerjono Soekanto menggunakan 
istilah data sekunder atau data kepustakaan yang di dalamnya mengandung 
bahan hukum, sedangkan Peter Mahmud tidak menggunakan istilah data 
tetapi bahan hukum, alasan pembedaan bahan dengan data yaitu (a).Istilah 
bahan adalah terjemahan dari bahasa Inggris yang disebut material. 
Sementara data lebih bersifat informasi. Dalam penelitian normatif, sistem 
hukum dianggap telah mempunyai seluruh material/bahan, sehingga tidak 
perlu dicari jalan keluar dari sistem norma tersebut. Sedangkan data adalah 
informasi yang harus dicari ke “luar” dari sistem. (b). Bahan digunakan untuk 
istilah bagi sesuatu yang normatif dokumentatif, bahan penelitian hukum 
dicari dengan cara penelitian kepustakaan (termasuk wawancara dengan nara 
sumber), sementara data digunakan untuk sesuatu yang informatifempiris 
dalam penelitian yuridis empiris yang harus dicari melalui pengamatan atau 
observasi ke dunia nyata. Penelitian ini memerlukan bahan-bahansebagai 
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sumber penelitian yang akan dicari untuk diolah dan selanjutnya akan 
dianalisis guna mencari jawaban dari permasalahan penelitian yang penulis 
ajukan. Bahan-bahan tersebut yaitu : (1). Bahan hukum primer, antara lain 
Undang-Undang, peraturan perundang-undangan dan kode etik yang 
berhubungan dengan  kegiatan penyelenggaraan ibadah haji dan Undang-
Undang Hukum Ekonomi khususnya berkaitan denga peraturan GCG UU No 
13 tahun 2013 tentang penyelenggaraan ibadah haji,  UU No 25 tahun 2009 
tentang pelayanan publik, UU No 32 tahun 2004 tentang pemerintahan 
daerah, UU No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsomen. (2). Bahan 
hukum sekunder adalah badan hukum yang diperoleh dari buku teks, jurnal-
jurnal asing, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, serta simposisum 
yang dilakukan para pakar terkait dengan pembahasan tentang perlindungan 
jamaah haji melalui prinsip-prinsip urgensi GCG yang dilakukan  Pemerintah 
dalam hal ini Kemenag. Bahan hukum sekunder yang digunakan merupakan 
bahan-bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan 
dapat membantu menganalisis serta memahami bahan-bahan hukum primer. 
Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
menyelaraskan dengan aturan-aturan yang ada di Saudi Arabia (3). Bahan 
hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau 
penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti 
kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain 
5. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan sumber-sumber penelitian dalam penelitian ini 
dilakukan dengan studi pustaka baik terhadap bahan hukum primer, bahan 
hukum sekunder, maupun bahan hukum tertier. Bahan hukum primer,bahan 
hukum sekunder maupun bahan hukum tertier dikumpulkan berdasarkan 
topik permasalahan yang telah dirumuskan dan diklasifikasi menurut sumber 
dan hierarkinya untuk dikaji secara komprehensif. Teknik pengumpulan 
bahan hukum yang digunakan menggunakan metode sistematis (sistem 
kartu), yaitu setelah mendapat semua bahan yang diperlukan kemudian dibuat 
catatan mengenai hal – hal yang dianggap penting bagi penelitian yang 
dilakukan. Sistem kartu yang digunakan dalam penelitian ini adalah kartu 
kutipan dan kartu bibliografi. Kartu kutipan dipergunakan untuk mencatat 
atau mengutip sumber bahan hukum yang digunakan yangberisi nama 
pengarang/penulis, judul buku, halaman dan mengutip hal – hal yang 
dianggap penting agar bisa menjawab permasalahan dalam penelitian ini, 
sedangkan kartu bibliografi dipergunakan untuk mencatat sumber bacaan bagi 
kepentingan penyusunan daftar pustaka.Penelitian initidak hanya merupakan 
kajian literatur, dalam hal ini data penelitian diperoleh dari interaksi antara 
peneliti dengan para pemikir dan pakar hukum sesuai dengan kajian yang 
dianut, melalui pemikiran, pandangan, pendapat, atau pernyataan mereka 
sebagaimana dapat dibaca di berbagai literatur yang ada. Pengumpulan 
informasi dilakukan pula dengan wawancara dengan narasumber terpilih, 
wawancara dilakukan berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun 
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dan narasumber yang telah ditetapkan terlebih dahulu, sesuai dengan data dan 
informasi yang diharapkan.  
 
6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
Data dan informasi yang diperoleh, baik yang diperoleh melalui studi 
pustaka maupun wawancara, akan di analisis secara kualitatif. Tahap 
pengolahan dan menganalisis merupakan langkah setelah pengumpulan 
bahan hukum. Semua bahan hukum yang ada yang telah didapat dari hasil 
penelitian diperlukan untuk menjawab permasalahan yang ada. Adapun 
bahan yang diperoleh dalam penelitian studi kepustakaan, aturan perundang-
undangan, dan artikel penulis uraikan dan hubungkan sedemikian rupa, 
sehingga disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab 
permasalahan yang telah dirumuskan. Data yang didapatkan dari studi 
dokumen adalah data deskriptif yang berwujud rangkaian kata-kata 
kemudian direduksi melalui beberapa tahap. Pertama reduksi data, 
pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi 
data kasar yang didapatkan selama studi dokumen. Seluruh data 
dikelompokan berdasarkan sifatnya dan diorganisasikan menjadi simpulan  
yang lebih luas. Tahap kedua dari rangkaian analisis adalah penyajian data. 
Dalam langkah ini dilakuka penyusunan sekumpulan informasi menjadi 
suatu pernyataan yang memungkinkan penarikan simpulan. Maksud dari 
langkah ini adalah untuk mensistematisasikan dan menyederhanakan 
informasi yang beragam dalam kesatuan bentuk yang disederhanakan, 
selektif sehingga lebih mudah untuk dipahami. Tahap ketiga yaitu menarik 
simpulan berdasarkan reduksi dan penyajian data yang telah dilakukan pada 
tahap sebelumnya. Pada tahap awal simpulan masih bersifat longgar, 
kemudian diringkas lagi menjadi lebih rinci.Analisis bahan dimulai dengan 
menelaah seluruh data yang didapat dari berbagai sumber, kemudian 
dilakukan reduksi data dengan cara membuat rangkuman inti (abstraksi) 
sehingga menjadi satuan informasi. Setelah melewati satuan-satuan kegiatan 
proses analisi ini kemudian akan disusun sambil membuat coding 
(pengkodean).Berdasarkan proses ini maka bahan dan data dapat ditafsirkan 
dan diolah menjadi hasil yang bersifat final. Proses analisis bahan dan data 
ini bersifat deskriptif, Evaluatif dan Preskriptif.Dalam upaya 
mensistematisasi dan memahami data dalam bingkai analisis, data primer 
maupun sekunder yang telah terkumpul dianalisis dengan menggunakan 
analisis kuantitatif maupun kualitatif. Analisis kuantitatif diarahkan pada 
pemaparan gejala secara  deskriptif,  sedangkan analisis kualitatif  dilakukan 
secara induktif-deduktif, dan diarahkan kepada informasi-informasi 
responden  yang tidak dapat diungkapkan secara kuantitatif, tetapi sangat 
penting sebagai pendukung upaya mencari jawaban dari permasalahan dari 
penelitian ini. Dengan demikian, model analisis yang dipakai adalah model 
interaktif  (interactive model of analysis) yakni melalui pola pengumpulan 
data, kemudian reduksi data, display data dan berakhir dengan simpulan. 
Apabila simpulan dirasa kurang mantap, maka untuk mengetahui keakuratan 
dan kehandalan data  dilakukan dengan triangulasi  atau multi strategi, yaitu 
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suatu metode untuk mengatasi masalah  sebagai akibat dari kajian yang 
hanya mengandalkan satu teori saja, satu macam data dan satu metode 
penelitian saja. Triangulasi  ini  meliputi ( 1). Triangulasi data, artinya data 
yang terkumpul dari sumber, tempat dan peran yang berbeda dilakukan  
pengecekan silang. Triangulasi sumber dilakukan dengan jalan 
membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara, 
membanding pendapat yang dilakukan secara terbuka dengan yang 
diungkapkan sendiri secara pribadi, membandingkan pendapat atau 
perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan sesuai 
dengan kualifikasi tertentu serta membandingkan hasil wawancara dengan 
isi suatu dokumen tertentu.(2).Triangulasi teori, artinya suatu topik 
penelitian dikaji dari berbagai aspek dan perspektif teoritis. Persoalan yang 
dikaji dalam penelitian ini dikaji dari dua aras yang dipandang dapat saling 
menunjang, yakni kajian  secara filosofis dengan secara sosiologis; (3). 
Triangulasi metode, artinya data yang diperoleh merupakan hasil aplikasi 
dari beberapa metode pengumpulan data untuk memperkuat keabsahan data. 
Dalam penelitian ini dipadukan dari beberapa metode pengumpulan data, 
yakni transkripsi/dokumentasi, wawancara dan observasi.Setelah data 
dianggap valid kemudian dikonstruksikan untuk mendapatkan pemahaman 
yang lebih luas tentang permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini. 
Sebelum dikonstruksikan, data yang terkumpul dianalisis secara emic dan 
etic. Analisisemic diperlukan untuk mendapatkan pemahaman tentang 
makna keadilan menurut para pelaku korban dan koran/keluarga korban  
tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh. Hasil analisis emic tersebut 
selanjutnya diinterpretasikan secara etic menurut pemahaman orang lain, 
baik literatur-literatur pilihan maupun dari para tokoh agama, dan lain 
sebagainya. Dengan perpaduan analisis secara  emic-etic tersebut 
diharapkan dapat diperoleh hasil penelitian yang tidak hanya berhenti pada 
tataran deskriptif semata, melainkan sampai pada tingkat eksplanasi 
(penjelasan) agar dapat dipahami secara lebih luas dan komperhensip 
tentang prinsip-prinsip GCG dalam penyelenggaraan Ibadah Haji yang ideal 
D. Hasil Penelitian dan Pembahasan 
1. Regulasi Undang-undang No. 13 Tahun 2008 tentang Tata kelola 
Penyelenggaraan Ibadah Haji belum memadai untuk memberikan 
proteksi dan pelayanan yang maksimal terhadap Jama’ah Haji 
Indonesia. 
Indonesia telah memiliki kebijakan atau Undang-undang 
penyelenggaraan ibadah haji yang dituangkan di dalam peraturan 
perundang-undangan telah dilakukan sejak tahn 1922. Secara berurutan, 
Staatsblad Tahun 1922 Nomor 698, tentng Pelgrims Ordonnantie, Pelgrims 
Verordening Tahun 1938, Keputusan Presiden No. 22 Tahun 1969, Intruksi 
Presiden No. 6 Tahun 1969, Keputusan Presiden No. 53 Tahun 1981, 
Keputusan Presiden No. 62 Tahun 1995 Jo. Keputusan Presiden No. 81 
Tahun 1995 junto Keputusan Presiden No. 119 Tahun 1998, Undang-
Undang No. 17  Tahun 1999 dan terakhir Undang-Undang No. 13 Tahun 
2013. Pengaturan lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Agama No. 371 
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Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umroh, dan Keputusan 
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat islam dan Penyelenggaraan Haji 
No, D/377 Tahun 2002 tentang petunjuk pelaksanaan Penyelenggaraan Haji 
dan Umroh dan yang terakhir UU No 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 
Keuanagan  Ibadah Haji. Perlunya diubah Undang-undang haji  tersebut 
adalah Belum semaksimal mungkin memberikan pelayanan dan 
perlindungan terhadap jamaah haji Indonesia sebagaimana dikatakan dalam 
penjelasan umum Undang-undang Nomor 13Tahun 2013 yang  menyatakan 
bahwa : Tujuan penyelenggaraan ibadah haji adalah memberikan 
pembinaan, pelayanan, dan perlindungan terhadap jama‟ah haji indonesia. 
Berbagai regulasi sudah dikeluarkan oleh pemerintah sejak Mentri Agama 
yang pertama yaitu H.M. Rasjidi, BA (12 Maret 1946 – 2 Oktober 1946) 
sampai  Menteri Agama  yang Sekarang Lukman Hakim Saefudin. Tetapi 
belum memberikan proteksi maksimal terhadap jama‟ah haji indonesia 
sehingga perlu adanya formulasi baru yang bersendikan prinsip-prinsip 
GCG yang dituangkan dalam penyelenggaraan ibadah haji sehingga ke 
depanya menjadi penyelenggaraan ibadah haji yang akuntabel. 
2. Gambaran Umum Implementasi Prinsip GCG pada Tata Kelola 
Penyelenggaraan Ibadah Haji Indonesia dalam Upaya Memberikan 
Perlindungan Kepada Jamaah Haji di Negara Indonesia. 
Sepanjang sejarah penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia selalu 
menjadi perbincangan yang sangat menarik.Tidak hanya karena menyangkut 
aspek spiritualnya yang unik, tetapi juga karena bersentuhan langsung dengan 
aspek politik dan ekonomi.Dalam perspektif sistem sosial, unsur politik dan 
ekonomi tidak pernah sepi dari tarik-menarik kepentingan. Terbukti, sejak 
zaman Kolonial Belanda, Orde Lama, Orde Baru, hingga Era Reformasi (saat 
ini), penyelenggaraan ibadah haji terus mendapat perhatian yang sangat tinggi. 
Namun demikian, terlepas dari hal tersebut, sangat disayangkan jika 
penyelenggaraan ibadah haji hanya berkutat pada unsur-unsur kepentingan 
yang tidak selalu berbanding lurus dengan tujuan utama penyelenggaraan 
ibadah haji itu sendiri. Dalam bab II pasal 2 dan 3 Undang-undang Nomor 13 
Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji disebutkan bahwa 
penyelenggaraan ibadah haji bertujuan untuk memberikan pembinaan, 
pelayanan, dan perlindungan yang sebaik-baiknya bagi jamaah haji sehingga 
dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan ajaran agama Islam 
berdasarkan asas keadilan, profesionalitas, dan akuntabilitas dengan prinsip 
nirlaba. Inti dari dua pasal tersebut lebih menekankan pada tiga unsur pokok, 
yaitu pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jamaah haji. Ketiga unsur itu 
tampak sekali akan pentingnya aspek pengelolaan yang baik dari leading 
sector, bersama dengan DPR RI, Kementerian Kesehatan, Kementerian 
Perhubungan, Kementerian Kehakiman dan HAM, serta Kementerian Luar 
Negeri. 
Dalam perspektif manajemen modern, penyelenggaraan ibadah haji 
yang memiliki banyak unsur dan melibatkan banyak instansi tersebut harus 
dikelola secara profesional. Salah satu pendekatannya yang telah diakui oleh 
dunia adalah model total quality managemen (TQM). TQM adalah sebuah 
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filosofi yang melibatkan setiap pelaku organisasi dalam sebuah usaha 
perbaikan secara terus-menerus untuk memperbaiki kualitas dan mencapai 
kepuasan pelanggan yang dalam hal ini, jamaah haji. Sedikitnya, terdapat tiga 
kunci utama dalam pelaksanaan TQM : pertama, continous improvement 
perbaikan terus-menerus. Kedua, keterlibatan seluruh anggota dalam 
organisasi.Ketiga, kepuasan pengguna jasa (usaha untuk memenuhi atau 
bahkan melebihi ekspektasi dari pengguna). 
Model TQM menekankan pada pengembangan proses, produk dan 
kualitas pelayanan organisasi secara sistematik dan berkesinambungan. 
Pendekatan ini berusaha untuk melibatkan semua pihak terkait dan 
memastikan bahwa pengalaman dan ide-ide mereka memiliki sumbangan 
dalam pengembangan mutu.TQM diarahkan untuk membuka jalan terjal 
menuju paradigma berpikir baru yang memberi penekanan pada kepuasan, 
inovasi dan peningkatan mutu pelayanan kepada pelanggan secara 
berkesinambungan. 
Namun demikian, konsep penerapan model TQM merupakan proses 
jangka panjang dan berlangsung secara terus-menerus, karena menyangkut 
aspek budaya organisasi yang sangat sulit untuk diubah. Faktor-faktor yang 
membentuk budaya organisasi, seperti struktur kekuasaan, sistem administrasi, 
proses kerja, kepemimpinan, pre-disposisi pegawai dan praktik-praktik 
manajemen lainnya sangat berpotensi menjadi faktor penghambat perubahan 
yang akan dituju. Bahkan tidak jarang, faktor intervensi kekuasaan dalam 
budaya organisasi lebih sering memengaruhi sebuah kebijakan strategis yang 
sangat dibutuhkan.Apalagi dalam dunia birokrasi yang belum memiliki sistem 
yang baik. 
Selain hambatan tersebut, terdapat kendala lain yang khas pada 
organisasi, yaitu kurangnya akuntabilitas terhadap pelayanan, belum jelasnya 
visi dan misi para pelaksana di lapangan, penolakan terhadap perubahan dan 
lemahnya komitmen di kalangan penyelenggara pada level teknis untuk 
menerapkan TQM. Namun sebaiknya, jika TQM dapat dilaksanakan dengan 
baik yang melibatkan seluruh unsur stakeholders, maka keberhasilan akan 
sangat tampak dan dampaknya pun dapat dirasakan oleh masyarakat.  
Dalam konteks penyelenggaraan ibadah haji, peran KUA, Kemenag, 
Siskohat, Bank Penerima Setoran (BPS) BPIH Haji, Kemenkes, Kemenlu, 
Kemenhub, KBIH, Penyelenggaran Ibadah Haji Khusus, dan pihak-pihak 
terkait lainnya harus berperan aktif dan sinergis dalam satu kepentingan 
utama, yaitu pelayanan prima kepada jamaah haji. Setiap unsur tersebut harus 
bersinergi dan memastikan memiliki kontribusi dalam pengembangan mutu 
pelayanan kepada jamaah haji.Karena itu, pendekatan TQM dalam 
penyelenggaraan haji mutlak dilakukan sebagai strategi untuk meningkatkan 
komitmen pemerintah dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jamaah 
haji. 
Sebagai upaya penerapan konsep TQM dalam penyelenggaraan 
ibadah haji, sejak tahun 2009, pemerintah telah berupaya melakukan 
pengembangan dan implementasi Standar Manajemen Mutu (SMM) atau 
Standar Operasional Prosedur (SOP) menuju ISO 9001. Alhamdulillah, pada 
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24 Juni 2010, Kementerian Agama telah memperoleh sertifikat ISO 
9001:2008 dalam penyelenggaraan haji.Organisasi SMM atau SOP adalah 
sebagai panduan teknis dan alat ukur layanan kepada jamaah haji, baik secara 
kuantitatif maupun kualitatif.Sehingga, secara manajerial, pengelolaan 
penyelenggaraan ibadah haji dapat diukur, dikontrol dan dikembangkan secara 
sistematik.Unsur Pokok Manajemen ProfesionalTerdapat beberapa unsur 
manajemen dalam penyelenggaraan ibadah haji. Sebagaimana konsep 
manajemen pengelolaan kepentingan umum (public sphere), paling tidak 
terdapat unsur enam M (The Six M), yaitu :a). Man :Man (manusia) adalah 
sumber daya terpenting dalam penyelenggaraan ibadah haji. Apalagi 
menyangkut aspek pelayanan jasa nirlaba, sehingga dibutuhkan SDM yang 
berkualitas tinggi dengan kriteria: memiliki skill atau keahlian di bidangnya; 
memiliki attitude atau perilaku yang baik; memiliki integritas; memiliki etos 
dan motivasi kerja yang tinggi; melaksanakan SOP yang telah ditetapkan; 
tekun dan rajin; memiliki kepribadian kreatif, inisiatif atau berjiwa pelopor; 
memiliki jiwa leadership (kepemimpinan); memiliki disiplin waktu dan 
kinerja, atau tepat waktu dalam memulai pekerjaan dan pencapaian target; 
menjalin kerja sama dengan pihak lain untuk membangun sinergi, target dan 
tujuan bersama.Sejalan dengan agenda reformasi birokrasi, untuk mencapai 
kualitas SDM tersebut, dalam pengelolaan penyelenggaraan ibadah haji perlu 
dilakukan pembinaan kepada pegawai yang ada secara konsisten, tegas dan 
terukur. Reformasi birokrasi tidak identik dengan kenaikan gaji dan fasilitas, 
namun bagaimana mutu pegawai dapat ditingkatkan untuk menunjang 
kapasitas organisasi yang efektif dan efisien. 
Salah satu bentuk pembinaan pegawai adalah melakukan pemetaan 
kualitas secara ketat.Bagi pegawai yang berkualitas tinggi, ditempatkan pada 
posisi-posisi strategis dan penting agar dapat memberikan kontribusi positif 
bagi tercapainya visi dan misi organisasi.Bagi pegawai yang berkualitas rata-
rata, dilakukan pembinaan sesuai kebutuhannya.Bagi yang berkualitas rendah 
tetapi memiliki mental yang baik, dilakukan penanganan khusus dan intensif. 
Sedangkan, bagi pegawai yang tidak dapat dibina sama sekali karena faktor 
skill atau kualitas moral yang rendah, maka harus di-grounded (pensiun 
dini).b). Money.Money (ketersediaan dana). Dalam penyelenggaraan ibadah 
haji, persoalan dana tidak menjadi masalah karena telah dibebankan kepada 
calon haji yang jumlahnya terus meningkat dari tahun ke tahun. Namun, yang 
diperlukan di sini adalah pola pengelolaan dana haji agar lebih efektif dan 
efisien, sehingga terhindar dari penyimpangan dan pemborosan yang tidak 
perlu.Pola pengelolaan dana haji pada masa lalu menjadi pelajaran berharga 
bagi Kementerian Agama dalam mengelolanya secara transparan dan 
akuntabel. Kementerian Agama dalam posisi sebagai pihak yang tidak 
mengelola secara langsung, tetapi dibentuk sebuah lembaga pengelola dana 
haji, sehingga Kementerian Agama (pemerintah) dapat lebih fokus pada 
kualitas pelayanan. Melalui badan ini, dana haji dapat dikembangkan melalui 
investasi yang hasilnya dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas 
penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia dan / atau sektor sosial lain yang 
dianggap perlu.c). Machines Machines adalah alat bekerja untuk 
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melaksanakan pelayanan kepada jamaah haji. Dalam konteks ini, alat bekerja 
adalah regulasi dalam bidang perhajian dan kebijakan strategis lainnya. Dalam 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Haji, telah 
mengatur penyelenggaraan haji cukup rigid dibandingkan dengan undang-
undang serupa lainnya. Namun demikian, diperlukan rincian regulasi yang 
lebih detail dan komprehensif, baik menyangkut prosedur teknis maupun 
kebijakan lain yang terkait langsung dan tidak langsung dengan 
penyelenggaraan haji, seperti  regulasi bidang pengelolaan dana haji, badan 
pengelolaan dana haji, sistem pengelolaan asrama haji, dan lain-lain. Aspek 
regulasi dan kebijakan tersebut menjadi sangat urgen karena menyangkut 
pelaksanaan di lapangan yang berhubungan langsung dengan kualitas 
pelayanan kepada jamaah haji. Sebagai contoh adalah belum optimalnya  
sistem pengelolaan dana haji yang sudah dibuat atau sudah dikeluarkan oleh 
DPR tentang regulasi tersebut sehingga menjadi sebab belum optimalnya 
pengelolaan, pemberdayaan dan pengembangannya.d). Methods. Metode 
adalah cara yang digunakan dalam mengelola penyelenggaraan ibadah haji, 
apakah bersifat sentralistik atau terbagi dalam wilayah-wilayah tugas yang 
memiliki independensi dalam mengambil kebijakan. Sebagaimana political 
will pengelolaan bidang keagamaan masih terpusat (sentralistik), karena 
menyangkut kebijakan makro Negara yang berhubungan dengan perilaku 
keberagamaan secara umum. Demikian juga penyelenggaraan ibadah haji, 
harus dikelola secara sentralistik, meskipun pemerintah daerah diberikan 
kewenangan dalam menentukan kebijakan yang bersifat teknis operasional. 
Apalagi dalam hal penyelenggaraan ibadah haji, dalam ketentuan haji 
Pemerintahan Arab Saudi (ta’limat al-hajj), harus berupa kerja sama G to G 
(government ke goverenment).e). Materials .Materials adalah sarana dan 
prasarana pendukung dalam penyelenggaraan haji. Sarana dan prasarana 
penyelenggaraan haji sangat banyak, di antaranya adalah kelengakapan 
dokumen, kesiapan asrama haji sebagai tempat transit calon haji yang akan 
diberangkatkan, pemondokan dengan segala pendukungnya, sarana 
transportasi, katering selama berada di Arab Saudi dan sebagainya. Dari aspek 
material, pemerintah selalu melakukan evaluasi secara berkesinambungan 
melalui berbagai alat ukur dan upaya untuk meningkatkan jaminan 
ketersediaan, kualitas dan pengelolaannya secara efektif dan efisien.f). 
Market. Market adalah sosialisasi kepada stakeholderstentang 
penyelenggaraan haji, sehingga seluruh unsur, sistem dan regulasi dapat 
diketahui secara jelas dan lengkap. Pemerintah perlu melakukan pembinaan 
dan penyuluhan haji melalui berbagai pendekatan, baik melalui media, 
pembimbingan, maupun kebijakan yang dapat mengarahkan kepada 
pemahaman seluruh jajaran dan alur penyelenggaraan ibadah haji.Selain aspek 
itu, perlu juga membuat strategi pembangunan citra positif terhadap seluruh 
unsur penyelenggara (image building) dengan membangun profesionalitas 
manajemen yang cepat, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dengan 
didukung oleh pemberitaan media secara positif dan terus-menerus.Sehingga 
tercapai prinsip-prinsip good corporate governance.Kemudian pembenahaan 
Kebijakan Strategis Penyelenggaraan Ibadah Haji 
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Dalam lima tahun terakhir, Kementerian Agama telah melakukan berbagai 
langkah ke arah pembenahan sistem pengelolaan dan teknis operasional 
penyelenggaraan ibadah haji yang lebih profesional. Sejumlah langkah yang 
ditempuh dalam beberapa lima tahun terakhir1 antara lain: Pertama, 
pendaftaran dengan prinsip first come first served. Pada musim haji tahun 
1425 H, dilakukan intensifikasi penggunaan Siskohat untuk antisipasi over 
kuota seluruh provinsi dengan menetapkan antrean dengan menganut prinsip 
first come first served. Sistem ini dapat memberikan kepastian keberangkatan 
pada calon jamaah dan adanya rasa keadilan.Di samping itu, sistem ini juga 
terbukti dapat menghilangkan sistem percaloan jual-beli kuota haji oleh 
oknum-oknum yang tidak beranggung jawab. Kedua, perubahan struktur 
komponen BPIH menjadi direct cost dan indirect cost. Dengan sistem ini, 
jamaah haji hanya membayar sebagian besar komponen direct cost, sedangkan 
komponen indirect cost dibiayai oleh APBN dan hasil atau manfaat dari dana 
setoran awal jamaah haji. Kebijakan ini diambil sebagai upaya untuk menekan 
biaya BPIH dalam rangka meringankan calon haji. Pada 2010, upaya ini telah 
dilakukan dengan memanfaatkan dana tabung haji untuk menyubsidi biaya 
pemondokan yang lebih dekat dengan Masjid al-Haram, dan juga Masjid 
Nabawi. Ketiga, peningkatan pelayanan embarkasi yang dilakukan melalui 
rehabilitasi, pembangunan gedung dan pengadaan meubelair, setrta 
penambahan embarkasi menjadi 12 asrama haji embarkasi, dan 
pengembangan 2 embarkasi antara. Upaya ini masih akan terus dilakukan agar 
asrama haji dapat memiliki standar kelayakan. Beberapa asrama haji yang 
telah dikelola dan dikembangkan secara profesional di antaranya adalah 
asrama haji Surabaya, Batam, Medan, Palembang. Keempat, peningkatan 
layanan di Arab Saudi dilakukan melalui pambenahan fasilitas dan akomodasi 
jamaah, serta penataan, antara lain: (1) perluasan dan peningkatan kualitas 
pelayanan kesehatan; (2) pengubahan sistem penyewaan pondokan di Makkah 
dari sistem subsidi silang menjadi sistem proporsional yang berkeadilan, 
dengan mengembalikan selisih biaya sewa pondokan jamaah; (3) penghapusan 
biaya pelayanan umum (khadamat) pemondokan; (4) menekan biaya sewa 
pondokan jamaah di Madinah dan meningkatkan presentase jamaah di wilayah 
Markaziyah (radius 600 meter dari Masjid Nabawi); (5) penyediaan makanan 
di Madinah; (6) penyediaan angkutan/transportasi khusus bagi jamaah haji 
yang berada di pondokan yang jauh dari Masjid al-Haram; (7) pengalihan 
tempat transit di Jeddah, dari Madinatul Hujjaj ke hotel bintang empat; (8) 
peningkatan kualitas katering di Armina; (9) pembentukan pos-pos pelayanan 
umum pelayanan umum dan kesehatan di seluruh Maktab di Makkah. Kelima, 
pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2010, pemerintah telah menyediakan 
pemondokan yang lebih dekat dengan Masjid al-Haram di Makkah dan Masjid 
Nabawi di Madinah dengan rincian jarak sebagai berikut: Ring I sebanyak 63 
persen dan Ring II sebanyak 37 persen. Sedangkan di wilayah Madinah di 
Wilayah Markaiyah sebanyak 95 persen, atau sejauh 750 meter dari Masjid 
Nabawi. Keenam, penguatan asosiasi penyelenggara ibadah haji khusus. 




Dalam rangka meningkatkan bargaining Pemerintah Indonesia dalam hal ini 
jamaah haji dengan Pemerintah Arab Saudi dan kemudahan dalam pembinaan 
serta pengawasan terhadap penyelenggaraan ibadah haji khusus, sejak musim 
haji tahun 1427 H/2006 M, Pemerintah berhasil menyatukan 3 asosiasi 
Penyelenggara Ibadah Haji Khusus yaitu AMPUH, AMPPUH, dan SEPUH 
menjadi AMPHURI (Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah 
Republik Indonesia). Ketujuh, pembenahan dan penguatan struktur organisasi 
penyelenggaraan haji, baik di dalam negeri maupun di Arab Saudi, melalui: 
(1) pembentukan unit eselon I yang secara khusus menangani 
penyelenggaraan haji; (2) pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kantor 
Misi Haji di Arab Saudi. Upaya ini dilakukan mengingat beban tugas 
penyelenggaraan haji sangat berat dan luas, sehingga dibutuhkan struktur 
organisasi yang kuat dengan kemampuan lobby yang mumpuni. Kedelapan, 
peningkatan kualitas petugas haji melalui rekrutmen berbasis kompetensi dan 
pelatihan berbasis kinerja, serta penghapusan perjalanan dan fasilitas bagi 
pejabat atau unsur lainnya yang menaikkan ibadah haji selain petugas 
haji.Upaya perbaikan kualitas petugas haji menjadi faktor yang sangat 
penting, apalagi di saat puncak pelaksanaan haji, petugas haji menjadi 
tumpuan utama bagi jamaah haji dalam pelayanan. Sedangkan penghapusan 
fasilitas bagi pejabat dalam rangka untuk menekan besarnya biaya haji yang 
akan ditanggung oleh calon haji. Di samping itu, kebijakan penghapusan ini 
dapat dijadikan pintu untuk menghilangkan upaya intervensi yang 
memungkinkan bisa merusak sistem perhajian. Kesembilan, penerapan 
Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelenggaraan ibadah haji sesuai 
dengan sertifikat ISO 9001:2008.Keberadaan SOP ini sangat membantu bagi 
upaya mengukur standar pelayanan dan memudahkan evaluasi tahunan dalam 
rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan. Kesepuluh, pengumuman 
neraca hasil audit penyelenggaraan ibadah haji melalui media massa. Sebagai 
bagian dari upaya transparansi pengelolaan keuangan haji, Kementerian 
Agama terus melakukan kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi 
(KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan 
Pembangunan (BPKP), dan menggalakkan pengawasan internal dengan 
berbagai pendekatan melalui efektifitas auditing oleh Inspektorat Jenderal 
Kementerian Agama. Kesebelas, penyempurnaan peraturan perundang-
undangan tentang penyelenggaraan ibadah haji, khususnya Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, serta 
penyususnan Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Keuangan 
Haji.  
3. Model dan Format Prinsip-Prinsip GCG dalam Tata Kelola 
Penyelenggaraan Ibadah Haji yang akuntabel 
Penyelenggaraan Ibadah Haji di indonesia perlu model dan format 
yang baru yang bersendikan prinsip-prinsip GCG untuk menuju model 
penyelenggaraan ibadah haji yang akuntabel baik di ditanah air maupun di 
Luar negri khususnya di Arab saudi yang perlu diperlukan adalah yaitu 
penguatan Organisasi, manajemen yang bagus, dan kelembagaan baik 
operator maupun regulator keduanya tidak bisa dipisahkan justru didukung 
xxi 
 
sehingga bisa menciptakan kondisi yang dinamis dalam penyelenggaraan 
ibadah haji, kemudian  Reformulasi atau Membangun kembali Pelayanan 
Publik  Manajemen Berbasis Kompetensi, Pendayagunaan Lembaga 
Penyelenggara Ibadah Haji dan Peran serta Masyarakat sebagai Sinergi 
Layanan publik, Reformulasi atau Membangun Kembali Kebijakan 
Penyelenggaraan Ibadah haji Ideal dan Objektif didalam internal kemenag 
E. Simpulan 
Berdasarkan analisis terhadap realitas yang dipaparkan mengenai 
penyelenggaraan ibadah haji pada era globalisasi dewasa ini, Adopsi nilai-nilai 
dan  prinsip-prinsip tata kelola perusahaan dan pemerintahan yang baik Good 
Corporate Governance/GCG merupakan paradigma baru yang berkembang di 
dunia bisnis maupun tata pemerintahaan baik secara internasional maupun 
nasional. Pemicu utama berkembangnya kebutuhan akan praktik-praktik tata 
kelola pemerintah ataupun perusahaan yang baik, sebagai akibat terjadinya 
kebangkrutan perusahaan-perusahaan dan keterpurukan moril dalam 
pemerintahan yang selama ini terjadi sebagai akibat belum menerapkan 
prinsip-prinsip GCG. Disamping banyaknya praktik KKN yang menciptakan 
persaingan bisnis yang tidak sehat, padahal kegiatan bisnis yang baik 
merupakan salah satu indikator perkembangan perekonomian suatu negara. 
Untuk kembali kepemerintahan yang stabil dan baik perlu penataan atau 
pengaturan yang baik berupa regulasi yang mendukung penerapan prinsip-
prinsip GCG. Oleh karena itu, saat ini penerapan prinsip-prinsip GCG pada 
pemerintahaan dalam hal ini Kementerian agama dalam hal penyelenggaraan 
ibadah haji merupakan suatu keharusan. 
Hasil penelitiaan disertasi ini menunjukan bahwaadopsi nilai-nilai dan 
implementasi prinsip-prinsip GCG pada pemerintah (Kemenag) di 
indonesiabelum berjalan sebagaimana yang diharapkan dan banyak kendala 
atau hambatan yang dihadapi. Kendala yang sangat besar yang dihadapi dalam 
penerepan prinsip GCG saat ini di Indonesia khususnya di pemerintah 
(kemenag) adalah praktik korupsi, penggelembungan biaya, kolusi serta 
nepotisme masih tumbuh subur dan terus dipupuk dibanyak badan 
pemerintahan, swasta maupun badan milik negara/daerah 
Secara garis besar ada dua faktor yang sangat mempengaruhi 
keberhasilan GCG di Indonesia khususnya dalam penyelenggaraan ibadah haji 
yaitu faktor internal, adalah mendorong keberhasilan pelaksanaan praktik GCG 
yang berasal dari dalam kemenag, antara lain: 
a. Terdapat budaya pemerintah (kemenag) yang mendukung penerapan 
GCG dalam mekanisme serta sistem kerja manajemen di pemerintah 
(kemenag); 
b. Ada berbagai peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah 
(kemenag) mengacu pada penerapan nilai-nilai GCG; 
c. Adanya manajemen  yangpengendalian resiko pemerintah (kemenag) 
yang berdasarkan kaedah-kaedah standar GCG; 
d. Terdapat sistem audit yang efektif dalam pemerintah (kemenag) 
untuk menghindari setiap penyimpangan yang mungkin akan terjadi; 
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e. Adanya keterbukan informasi bagi publik untuk memahami setiap 
gerak dan langkah manajemen dalam penyelenggaraan ibadah haji 
sehingga publik dapat memahami dan mengikuti setiap derap 
langkah perkembangan dan dinamika penyelenggaraan ibadah haji 
dari waktu ke waktu; 
f. Adanya kualitas skill, kredibilitas, dan integritas berbagai pihak yang 
menjalankan penyelenggaraan ibadah haji sehingga mencapai model 
penyelenggaraan ibadah haji yang dinamis dan ideal masa yang akan 
datang; 
Sedangkan Faktor Eksternal, yaitu berbagai faktor yang berasal dari 
luar pemerintah (kemenag) yang sangat mempengaruhi keberhasilan 
penerapan GCG, diantarannya: 
1. Terdapat sistem hukum yang baik sehingga mampu menjamin 
berlakunya supremasi hukum yang konsisten dan efektif bagi 
kemenag serta jamaah haji; 
2. Adanya dukungan pelaksanaan GCG dari sektor publiklembaga 
pemerintah yang diharapkan dapat melaksanakan Good 
Governance dan Clean Government menuju Good Government 
Governance yang sebenarnya; 
3. Terbangunnya sistem tata nilai sosial yang mendukung penerapan 
GCG di masyarakat. Hal ini penting karena dengan sistem ini 
diharapkan timbul pastisipasi aktif berbagai kalangan masyarakat 
untuk mendukung penerapan serta sosialisasi GCG secara sukarela; 
4. Semangat anti korupsi yang berkembang di lingkungan publik. 
 
F. Rekomendasi 
Rekomendasi yang diajukan penulis adalah ; 1. Segera menerbitkan 
atau  memperlakukan nilai-nilai dan prinsip-prinsip GCG dalam 
penyelenggaraan Ibadah Haji, 2. Penguatan lembaga penyelenggara antara 
regolator dan operator, 3.Dalam upaya pengembangan sistem dan menajemen 
yang dapat peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji ke depan, 
materi/subsatansi yang perlu direvisi dalam Undang-undang No. 13 Tahun 
2008 meliputi : Prinsip penyelenggaraan haji, terkait nirlaba., Pendaftaran 
haji, terkait umur minimal 18 tahun, dan status haji kedua dan seteruasnya., 
Pelayanan pendataran haji khusus dan pembatalannya., Kewajiban 
pemerintah dengan makin panjangnya jemaah waiting lise., Perlindungan 
jemaah haji, termasuk asuransi kesehatan., Petugas haji daerah, tim pemandu 
haji Indonesia daerah., Penggunaan dana optimalisasi setoran awal haji 
reguler dan khusus., Persetujuan besaran BPIH sebelum ditetapkan 
Presiden., Pembagian kuota nasional menjadi kota provinsi, dan gubernur 
dapat membagi kuota kab./kota., Peran KPHI dalam pengawasan termasuk 
haji khsusus., Pelayanan kesehatan haji., Penunjukan tansportasi udara bagi 
jemaah haji., Penyelenggaraan haji ada biaya APBN begitu juga pula 
pelaksanaan umrah perlu anggaran dari APBN., Hasil efisiensi BPIH dari 
operasional haji dimasukkan dalam DAU, sedangkan tidak semua BPIH 
murni dari jemaah (hasil optimalisasi)., Petugas TPHD, biaya APBD atau 
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pribadi., Sanksi tegas terhadap PPIU dan PIHK yang menerlantarkan jemaah 
haji. 4. Adanya dukungan pelaksanaan GCG dari sektor publik lembaga 
pemerintah  dan peran serta masyarakat yang diharapkan dapat melaksanakan 
Good Governance dan Clean Government menuju Good Government 
















































Pilgrimage for Muslims is the primary obligation of the fifth pillar of 
Islam. Hajj shall be done once in a lifetime for every Muslim who has been 
categorized mukallaf, the meaning are adult and sensible , and has the ability 
to carry it out. Hajj command with the proviso ability or in Arabic is called 
istatha'ah is absolute command of Allah, which is specified in the Koran, Ali 
Imran (verse 97].Condition ability is related to the specific nature of the 
pilgrimage itself which can only be done at certain times and places only. The 
place is Al Mukarramah in Makkah, Saudi Arabia. In this case, This capability 
include the cost of travel and the cost of living expense, as well as physically 
and mentally healthy, security or safety in transit and the adequacy of living 
for Bereaved family . Command for Muslims who have capable must 
immediately do it . Hajj which is the fifth pillar of Islam, always be been the 
intention and desire 'life-time' for every Muslim. The Hajj is not only the 
activities of 'manasik', and other activities that are physical, but should also 
have a variety of implications and impact in the lives of individuals and the 
Muslim community if the pilgrimage is also understood in the philosophical 
approach or Sufism.. 
The Hajj is almost always have a transformative impact in the lives of 
individuals, social worshipers, and Muslims. Therefore, it is not surprising that 
the Hajj which is the 'life-time physical and spiritual journey' it has always 
been a concern of governments in Muslim communities everywhere. Since the 
formation of social entities, cultural and political Islam, not least in Indonesia, 
That is in the period of the sultanate, the Dutch colonial government, until the 
Government of the Republic of Indonesia, after independence until the reform. 
Although the State of Indonesia is not the religion state, but also not a secular 
state. Indonesia is a welfare state (welfare state) which has responsibility for 
fulfilling the needs of its people. The Hajj is also desire of many people, 
considering more than 90% of Indonesia's population is Muslim. Direct 
government involvement becomes necessary as a consequence of efforts to 
protect the citizens who will perform the pilgrimage, either in the form of 
regulation, management, and Supervision hajj. Indonesia has tried a variety of 
possibilities for organizing the pilgrimage such as by forming the Ministry of 
Hajj, the pilgrimage privatization, and the foundation under the Ministry of 
Religious. In the history shows that the implementation of the Hajj journey 
can't be removed from the role and responsibilities of the government as a 
public service function and protection to the public. In the Act No. 13 of 2008 
stated that the organization of the Hajj is a national duty and the responsibility 
of the Government. Technically, implementation is coordinated by the 
Ministry of Religious Affairs with ministries / agencies and the public, 
including the government of Saudi Arabia. In these laws, government acts as 
regulator and operator of public policy, since the implementation of the Hajj 
concerning lives of many people. Whereas balance factor, namely the 
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establishment of Indonesian Hajj Supervisory Commission (KPHI) which has 
the task of monitoring for Hajj and give consideration to the improvement 
Indonesian Hajj. Thus the organization of the Hajj which is managed and 
implemented by the Directorate-General (DG) of Hajj and Umrah (PHU) 
constantly monitored and evaluated. However, what is done still considered to 
be not the maximum. So also with the implementation of the policy of the 
Ministry of Religious in determining costing pilgrimage cannot be done alone, 
but there is oversight of the population who in this case is represented by a 
member of Parliament. In the progression from time to time, the organization 
of the pilgrimage there is always a problem. It is not easy to implement 
management in the organization of the Hajj, because many people who want 
to be involved in organizing the pilgrimage. In addition, in terms of 
employment are also many risks. Government in a short time must be able to 
mobilize more than 220,000 pilgrims from Indonesia to Saudi Arabia 
countries.While this activity has its own characteristics, namely: 
(1) A spiritual journey and the culmination of a Muslim worship; (2). Profile 
pilgrims are diverse, educational level, age, and socio-cultural; (3). Hajj 
pilgrims and officers are always changing every year;  (4). Jamaat as subjects 
participated in the process and also be output; (5). involves many agencies / 
ministries and other partners; (6). Regarding the circulation of money 
outstanding who extraordinary; (7). The highlight of the activities carried out 
in the 'country people' - the systems, cultures, and different rules; (8). 
Facilities are limited, not comparable with the pilgrims who came from 
various countries - a centralized and activities carried out at the same time. 
Various regulations continue to be issued in order to improve the quality of 
service. However, the organization of the pilgrimage by the government, 
especially the aspect of service and consumer protection always leaving 
dissatisfaction on pilgrims. Organizing Hajj don't have settings to apply 
urgency of principles gcg . Current and future in the organization of the 
pilgrimage there is a tendency to adopt or implement the principles of good 
corporate governance urgency both international and national levels are 
adapted to the local culture of each country. Therefore, through this 
dissertation research will be assessed on the Urgency of GCG in the 
governance of the organization of the Hajj 
B. Problems 
Aprimary issue in this dissertation are: (1). How formulation 
development and implementation of regulations Hajj in Indonesia, particularly 
regarding legal protection to the pilgrims? (2). How urgency principles of 
Good Corporate Governance (GCG) at the Hajj in Indonesia in an effort to 
provide legal protection to the pilgrims? (3). How to model and format GCG 
Principles in organizing Hajj accountable? 
C. Process Research 
1. Stand Point 
Theoretically, efforts to solve the problem must consider two things 
that are fundamental, namely forms and sources information used to 
answer as well as how to get it; and how to understand and analyze the 
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information to then arrange into an explanation of the round in order to 
answer the question according thorough. In collecting the data, all the way 
to obtain both primary and secondary data is related to the theme of this 
study pursued to the fullest. In understanding the problems in the 
organization of the Hajj from year to year and always cause problems must 
be understood because changes in the profile of different pilgrims every 
year and the rules changed.Through the implementation of GCG urgency 
in organizing Hajj Indonesia intended to protect the rights of pilgrims so 
that the future organization of the pilgrimage more dynamic and 
accountable 
2. Paradigm 
To support the objectives of the study, the paradigm used in this study 
is the paradigm of post-positivism. The paradigm of post-positivism want 
to prove everything based reality (which can be built based on experience, 
observation), researchers neutral with respect to the object of research. 
Although researchers holder of this paradigm remain neutral toward the 
object of study, but he wanted to examine what actually happens on the 
things that seems to be sure. Post-positivist paradigm conceived 
ontological reality as it is, but it was realized that in fact a lot of factors 
that affect the reality of it. Consequently, the ontological paradigm of post-
positivism legal conceptualized as a set of rules that apply in the 
community whose validity will be influenced by other factors (economic, 
political, cultural, and others).Epistemologically, researchers sitting down 
like a impersonal, detached with the object of research.Researcher position 
of the object is neutral, impartial.Post-positivism paradigm used in this 
dissertation to prove the urgency of GCG in organizing the pilgrimage to 
protect pilgrims and build the organization of the Hajj that accountable. 
Researchers in this dissertation neutral with respect to the object of 
research. Neutrality is positioned by the researchers to see the applicability 
of Urgency GCG in organizing the pilgrimage in the protection of pilgrims 
Indonesia. 
3. Type &Approach Research 
Methods of approach in this research is socio legal or juridical 
sociological. Juridical approach has the intention that the legal approach as 
a social institution that is real and functional in social life happens and 
behaviors are patterned community members.Juridical conducted to 
analyze the rules of law and other regulations related to the regulation in 
the field of organizing the pilgrimage,so that the focus of the study of 
aspects of the regulation or normative aspect or as it should be in 
accordance with legal regulations. The sociological approach is intended 
to analyze the behavior of people or the analysis of social reality of the 
actors in the field of Hajj, good actors in it makes policy, parties related to 
the implementation of the operator Hajj pilgrims mapun itself that caused 





4. Research Methods 
Research always require material or data to be searched is then 
processed and analyzed to search for answers to the problems of the 
proposed research. Soerjono Soekanto use the term secondary data or data 
library which contains material law, while Peter Mahmud did not use the 
term data but legal materials, reasons material differences with the data is 
(A). The material term is the English translation of the so-called material. 
While more data is information. In normative research, the legal system is 
considered to have had all the material / materials, so it is not necessary to 
find a way out of the norm system. While the data is information you 
should look into the "outside" of the system.(B). Materials used for the 
term for something dokumentatif normative, legal research materials 
sought by way of research literature (including interviews with sources) 
while the data is used for something informative empirical in a research 
juridical empirical to look through observation or observation to the real 
world . This study requires materials as a source of research that will be 
sought to be processed and will be analyzed in order to find answers to the 
problems that the authors observe. These materials are:(1). Primary legal 
materials, among other laws, regulations and codes of conduct relating to 
the activities of the organization of the Hajj, and Economic Act dealing 
specifically with corporate governance regulations of Law No. 13 of 2013 
concerning the organization of the Hajj, Law No. 25 of 2009 concerning 
public services, Law No. 32 of 2004 concerning local government, Law 
No. 8 of 1999 on consumer protection.(2). Secondary law is a legal entity 
that obtained from textbooks, foreign journals, opinion of scholars, legal 
cases,and a symposium conducted by experts associated with the 
discussion about the protection of pilgrims through the principles of good 
corporate governance urgency by Government in this regard MORA. 
Secondary legal materials used are of legal materials that are closely 
related to the primary legal materials and can help analyze and understand 
the primary legal materials. The secondary legal materials used in this 
research is to align with the rules that exist in Saudi Arabia.(3). Tertiary 
legal material is legal materials that provide meaningful guidance or 
explanation of the primary and secondary legal materials, such as legal 
dictionaries, encyclopedias, etc 
Data Collection Techniques 
Collection technique research resources in this study conducted by 
literature study both the primary legal materials, secondary law, and 
tertiary legal materials. Primary legal materials, secondary law and tertiary 
legal materials collected on the topic of problems that have been 
formulated and are classified according to source and hierarchy to be 
studied comprehensively.Collection techniques used legal materials using 
a systematic method (card system), i.e., after obtaining all the necessary 
ingredients and then made notes on matters of importance to the research 
conducted. Card system used in this study is the citations card and the card 
bibliographic . Citation card used to record or cite source material used 
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law that contains the name of the author / authors, titles, page, and quoting 
things that are considered important in order to answer the problem in this 
study, while the bibliography card used to record the source of reading for 
the benefit of the preparation of the bibliography.This research is not only 
a review of the literature,in this case the data were obtained from the 
interaction between researchers with thinkers and legal experts in 
accordance with study the adopted, through the ideas, views, opinions, or 
statements them as readable in the existing literature.Gathering 
information also is conducted interviews with selected source, interviews 
were conducted based on the interview guide has been compiled and 
sources that have been set in advance, in accordance with the data and 
information are expected 
Processing Techniques and Data Analysis 
The data and information obtained, either obtained through literature 
and interviews, will be analyzed qualitatively. Stages of processing and 
analyzing a step after collection of legal materials. All existing legal 
materials have been obtained from the results of the research needed to 
address the existing problems. The material obtained in the research 
literature study, laws and regulations, and article authors describe and 
connect in such a way, that is presented in a more systematic writing to 
address the issues that have been formulated. The data obtained from the 
study of the document is descriptive data in the form of a series of words 
is then reduced through several stages. The first data reduction, focusing 
on simplification, abstracting and transformation of raw data obtained 
during the study of documents. All data is grouped by nature and is 
organized into broader conclusions. The second stage of the circuit 
analysis is the presentation of data. In this step is the preparation of a set of 
information into a statement which allows drawing conclusions. The intent 
of this step is to systematize and simplify the unity of diverse information 
in a simplified form, selectively making it easier to understand. 
The third stage is to draw conclusions based on deduction and presentation 
of data that has been done in the previous stage. At the initial stage the 
conclusion is still loose, then summarized again become more detailed. 
Materials analysis begins by examining all the data obtained from various 
sources, then do data reduction by making a summary of the core 
(Abstraction) so that the unit of information. After passing the units of 
activity analysis process will then be compiled while making coding. 
Based on this process, the materials and the data can be interpreted and 
processed into the final result. Process materials and data analysis is 
descriptive, Evaluative and Prescriptive. In an effort to systematize and 
understand the data in the frame analysis, primary and secondary data that 
has been analyzed by using quantitative and qualitative analysis. 
Quantitative analysis is directed at a descriptive presentation of symptoms, 
whereas qualitative analysis conducted inductive-deductive, and directed 
to the information respondents can not be expressed quantitatively, but it is 
very important to support the efforts to seek answers to the problems of 
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this research. Thus, the analysis model used is an interactive model 
(interactive models of analysis), namely through the pattern of data 
collection, and data reduction, data display and ends with conclusions. If 
the conclusion is less steady, then to determine the accuracy and reliability 
of the data is done by triangulation or multi-strategy which is a method to 
address the problem as a result of studies that rely solely on any one 
theory, one kind of data and the research methods course. This 
triangulation includes (1). Triangulation of data, meaning that the data 
collected from the source, the place and role of different cross checking. 
Triangulation is done by comparing the observed data with the results of 
the interview, conducted comparing the opinion expressed openly by 
myself personally, comparing opinions or perspectives someone with 
different opinions and views in accordance with certain qualifications and 
to compare the results of interviews with the contents of a particular 
document.(2) triangulation theory, it means a research topic studied from 
various aspects and theoretical perspectives. The issues examined in this 
study were examined from two races that are thought to support each 
other, the philosophical study of the sociological.(3) triangulation method, 
meaning that the data obtained is the result of the application of several 
data collection methods to strengthen the validity of the data. In this study 
combined from multiple data collection methods, namely transcription / 
documentation, interviews and observation. Once the data is considered 
valid then constructed to gain a broader understanding of the issues raised 
in this study.Before constructed, the collected data is analyzed emic and 
etic. Emic analysis is needed to gain an understanding of the meaning of 
justice by the perpetrators and the victims of the newspaper / families of 
victims of criminal offenses against life and body. Emic analysis results 
are then interpreted etic according to the understanding of others, both the 
literature and the choice of religious leaders, and others. With a blend of 
emic-etic analysis is expected to obtain the results that not only stop at the 
level of purely descriptive, but rather to the level of explanation in order to 
be understood more broadly and komperhensif of GCG principles in 
organizing Hajj ideal. 
D. Results and Discussion 
1. Regulation Act No. 13 Year 2008 concerning Hajj is not sufficient to 
provide protection and the maximum service to the group of Indonesian 
Hajj. Indonesia has had a policy or legislation organizing the pilgrimage as 
outlined in the legislation has been conducted since 1922. Sequentially, 
staatsblad 1922 No. 698, about Pilgrims Ordinance, Pilgrims Verordening 
in 1938, Presidential Decree No. 22 In 1969, Presidential Instruction No. 6 
In 1969, Presidential Decree No. 53 In 1981, Presidential Decree No. 62 in 
1995 Jo. Presidential Decree No. 81 in 1995 junto Presidential Decree No. 
119 of 1998, Act No. 17 of 1999 and the last Act No. 13 in 2013. Further 
regulation by the Minister of Religion No. 371 of 2002 on the 
Implementation of Hajj and Umrah, and the decision of the Directorate 
General of the Islamic Community Guidance and of Hajj No. D / 377 of 
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2002 on the instructions of Hajj and Umrah implementation and the latter 
act No. 34 Year 2014 on the Management finance Hajj.Necessary changed 
because the Act is not as closely as possible to provide services and 
protection of Indonesian pilgrims and protection of Indonesian pilgrims as 
it is said in general explanation of act No. 13 of 2013, which states that: 
The objectives of the pilgrimage is to provide guidance, care, and 
protection of Indonesian pilgrims. Various regulations have been issued by 
the government since the first Minister of Religious Affairs, namely HM 
Rasjidi, BA (March 12, 1946 - October 2, 1946) to the Minister of 
Religion now Lukman Hakim saefudin. But yet provide maximum 
protection against Indonesian pilgrims so that the need for a new 
formulation that bersendikan GCG principles as outlined in the 
organization of the Hajj so the next will implementation pilgrim will 
accountable 
2. Overview of Implementation . GCG on Hajj Indonesia in Effort to Provide 
Protection for Hajj in the State Indonesia. Pilgrim in the State Indonesia. 
Throughout the history of the organization of the Hajj in Indonesia has 
always been a very interesting conversation. Not only because it involves a 
unique spiritual aspect, but also because it deals directly with the political 
and economic aspects. In the perspective of social systems, political and 
economic elements is never devoid of conflicts of interest. Evidently, since 
the Dutch colonial era, the Old Order, New Order, until the Reformation 
Era (today), the organization of the pilgrimage continued to receive 
attention are very high. However, apart from this, it is unfortunate if the 
organization of the Hajj only focused on the elements of interest are not 
always directly proportional to the primary purpose organizing the 
pilgrimage itself. In Chapter II, Article 2 and 3 of act No. 13 Year 2008 
concerning Hajj pilgrimage mentioned that the organization aims to 
provide guidance, services, and the best possible protection for the 
pilgrims so that it can fulfill its worship in accordance with the teachings 
of Islam based on the principles of fairness, professionalism, and 
accountability with the non-profit principle. The essence of these two 
articles is more emphasis on the three main elements, namely coaching, 
care, and protection of pilgrims. The three elements that appear once the 
importance of good management aspects of leading sector, together with 
the Parliament, Ministry of Health, Ministry of Transportation, Ministry of 
Justice and Human Rights, and the Ministry of Foreign Affairs. 
In the perspective of modern management, the implementation of the 
pilgrimage that has a lot of elements and involves a lot of these agencies 
should be managed professionally. One approach that has been recognized 
by the world is a model of total quality management (TQM). TQM is a 
philosophy that involves all actors in a business improvement organization 
on an ongoing basis to improve the quality and achieve customer 
satisfaction in this case pilgrims. At least, there are three main key in the 
implementation of TQM: first, continuous improvement. Second, the 
involvement of all members in the organization. Third, the service user 
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satisfaction (business to meet or even exceed the expectations of the user). 
TQM models emphasize on the development of processes, products and 
quality services in a systematic and sustainable organization. This 
approach seeks to involve all stakeholders and ensure that the experience 
and ideas they have contributed to the development of quality. TQM is 
directed to open up the steep road towards a new paradigm which gives 
emphasis on satisfaction, innovation and improvement of quality of service 
to customers on an ongoing basis. However, the concept of TQM 
implementation model of a long-term process and takes place 
continuously, because it involves aspects of organizational culture that is 
very difficult to change. The factors that shape the culture of the 
organization, such as the power structure, system administration, work 
processes, leadership, pre-disposition employee and other management 
practices is potentially a limiting factor changes that will be addressed. 
Even sometimes, the power factor intervention in organizational culture 
more often affects a much-needed strategic policy. Especially in the world 
of bureaucracy that doesn't have a good system. In addition to these 
obstacles, there are other constraints that are typical of the organization, 
namely the lack of accountability for service, not clear vision and mission 
of the executor in the field, resistance to change and lack of commitment 
among the organizers at the technical level to implement TQM. But 
should, if properly implemented TQM can that engages the stakeholders, 
then success will be highly visible and its impact can be felt by the 
community. In the context of the implementation of the Hajj, the role of 
KUA, MORA, Siskohat, Beneficiary Bank Deposit (BPS) BPIH Hajj, 
Ministry of Health, Ministry of Foreign Affairs, Ministry of 
Transportation, KBIH, Providing Special Hajj, and other relevant parties 
should play an active role and synergistic in the main interests, namely the 
excellent services to the pilgrims. Each of these elements must work 
together and make sure it has contributed to the development of quality 
services to pilgrims. Therefore, TQM approach in organizing the 
pilgrimage to be conducted as a strategy to improve the government's 
commitment in providing the best services to pilgrims. As an application 
of the concept of TQM efforts in organizing the pilgrimage, since 2009, 
the government has tried to do the development and implementation of 
Quality Management Standards (QMS) or Standard Operating Procedure 
(SOP) to ISO 9001. Alhamdulillah, on June 24, 2010, Ministry of 
Religious Affairs has obtained ISO 9001: 2008 in the organization of the 
Hajj. SPM organization or SOP is as a technical guide and measuring 
services to pilgrims, both quantitatively and qualitatively. Thus, in 
managerial, managing the implementation of the Hajj can be measured, 
controlled and developed systematically. Principal elements of 
Professional Management There are some elements of management in 
organizing the pilgrimage. As the concept of management in the public 
interest (public sphere), there are at least six elements of M (The Six M), 
namely: a). Man: Man (man) is the most important resource in the 
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organization of the Hajj. Especially concerning aspects of nonprofit 
services, requiring high-quality human resources with the following 
criteria: have the skills or expertise in the field; have a good attitude or 
behavior; have integrity; has a work ethic and high motivation; implement 
SOPs established; diligent and industrious; has a creative personality, 
initiative or spirited pioneer; has the soul of leadership (leadership); have 
the time discipline and performance, or timely in starting the work and 
achievement of targets; cooperation with other parties to build synergies, 
goals and objectives together. In line with the reform agenda of the 
bureaucracy, to achieve the quality of human resources, in the 
management of the organization of the pilgrimage should be an 
enhancement to the existing employees in a consistent, firm and 
measurable. Bureaucratic reform is not synonymous with an increase in 
salary and benefits, but what about the quality of employees can be 
improved to support the capacity of organizations to effectively and 
efficiently. One form of employee coaching is strictly quality mapping. 
For high-quality employees, placed in strategic positions and important in 
order to make a positive contribution to the achievement of the vision and 
mission of the organization. For qualified employees on average, be 
developed according to their needs. For low-quality but has a good mental, 
performed special handling and intensive. Whereas, for employees who 
can not be nurtured at all because of the skill or low moral quality, it must 
be grounded (early retirement). b). Money  Money (Availability of funds). 
In the implementation of the Hajj, the issue of funding is not a problem 
because it has been charged to the pilgrims whose numbers continue to 
increase from year to year. However, what is needed here is a pilgrimage 
fund management scheme in order to more effectively and efficiently, so 
avoid irregularities and unnecessary waste. Hajj fund management scheme 
in the past be a lesson for the Ministry of Religion in managing it in a 
transparent and accountable. Ministry of Religious Affairs in the position 
as the party does not manage directly, but formed a pilgrimage fund 
management institutions, for employees who can not be nurtured at all 
because of the skill or moral low quality, it must be grounded (early 
retirement). Through these agencies, funds can be developed through 
investment pilgrimage that the results can be used to improve the quality 
of pilgrimage in Indonesia and other social sectors that are considered 
needed .C). MachinesMachines are working tool to carry out services to 
pilgrims. In this context, the tool works is a regulation in the field of Hajj 
and other strategic policies. In Act No. 13 of 2008 on the Implementation 
of Hajj, has been arranging the hajj quite rigid compared to other similar 
legislation. However, required regulatory scheme that is more detailed and 
comprehensive, involving both technical procedures and other policies 
related directly and indirectly to the implementation of the Hajj, such as 
the regulation of fund management field hajj, the pilgrimage fund 
management body, pilgrim hostel management system, and others. 
Regulatory and policy aspects has become very urgent because concerning 
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the implementation in the field directly related to the quality of services to 
pilgrims. An example is Nonoptimal pilgrimage fund management system 
that has been created or has been issued by the Parliament of the regulation 
so that the cause has not been optimal management, empowerment and its 
development. d). Methods The method is a method that is used to manage 
the implementation of the Hajj, whether centralized or divided into areas 
that have independent tasks in taking policy. As political will is still 
centralized management of the religious field (centralized), because it 
involves the state of macro policies related to religious behavior in general. 
Likewise, the implementation of the Hajj, should be managed centrally, 
although the local governments in determining the operational technical 
policy. Moreover, in terms of the implementation of the Hajj, the 
pilgrimage provisions Government of Saudi Arabia (ta'limat al-hajj), must 
be cooperation G to G (government to government). e). Materials 
Materials are supporting facilities and infrastructure in the organization of 
the Hajj. Facilities and infrastructure of the organization of the Hajj very 
much, which are the documents, readiness pilgrim hostel as a transit point 
pilgrims who will be dispatched, lodging with all his supporters, 
transportation, catering while in Saudi Arabia and so on. From the aspect 
of material, government always evaluate on an ongoing basis through a 
variety of measuring instruments and efforts to increase collateral 
availability, quality and management effectively and efficiently. f). 
MarketMarket is socialization to stakeholders on the implementation of the 
Hajj, so that all the elements, systems and regulations can be seen clearly 
and completely. The government needs to provide guidance and 
counseling pilgrimage through various approaches, either through the 
media, coaching, as well as policies that may lead to understanding the 
whole range and groove organizing the pilgrimage. In addition to that 
aspect, it should also create a positive image of the development strategy 
of all elements of the organizers (image building) with building 
management professionalism fast, effective, efficient, transparent, and 
accountable, supported by media coverage positively and continuously. 
Until achieve the principles of good corporate governance. Then 
revamping Strategic Policy Hajj.  In the past five years, Ministry of 
Religious Affairs has taken steps towards improvement of operational and 
technical management system implementation pilgrimage more 
professional. A number of steps taken in the last five years some among 
others: First, the registration with the principle of first come first served. In 
the pilgrimage season in 1425 H, made use intensification over quota 
Siskohat to anticipate all the provinces by setting the queue to embrace the 
principle of first come first served. This system can provide certainty 
departure on pilgrims and their sense of justice. Besides that, This system 
is also proven to eliminate the system of brokering the sale of Hajj quota 
by elements who are not responsible. Second, changes in the structure of 
the components BPIH into direct costs and indirect costs. With this 
system, pilgrims only pay most of the direct cost components, whereas the 
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indirect costs of components financed by the state budget and the results or 
benefits of an initial deposit funds pilgrims. This policy was taken in an 
effort to reduce costs in order to alleviate BPIH pilgrim. In 2010, This 
effort has been made to use the funds to subsidize the cost of the 
pilgrimage tube lodgings closer to the Masjid al-Haram, and the Prophet's 
Mosque. Third, embarkation service improvement made through the 
rehabilitation, construction and procurement meubelair, as well as the 
addition of embarkation to 12 pilgrim hostel embarkation, and the 
development of embarkation 2 between. This effort will continue to do so 
can have a pilgrim hostel eligibility standards. Pilgrim hostel which has 
been professionally maintained and developed them are pilgrim hostel 
Surabaya, Batam, Medan, Palembang. Fourth, improve services in Saudi 
Arabia done through improvement of facilities and accommodation of 
pilgrims, as well as structuring, among others: (1). expanding and 
improving the quality of health services; (2) conversion of rental lodgings 
in Makkah system of cross-subsidy system into a proportional system that 
is fair, with refund the difference in the cost of renting lodgings pilgrims; 
(3) elimination of the cost of public services (khadamat) lodgings; (4) 
reduce the cost of rental cabins pilgrims in Medina and increase the 
percentage of pilgrims in markaziyah area (radius of 600 meters from the 
mosque Nabawi); (5) provision of food in Medina; (6) the provision of 
transport / special transport for pilgrims who were in the shelter away from 
the Masjid al-Haram; (7) diversion of transit point in Jeddah, from 
Madinatul Hujjaj to four-star hotel; (8) improving the quality of catering in 
Armina; (9) the establishment of outposts general public services and 
health services throughout the Maktab in Makkah. Fifth, the 
implementation of the Hajj in 2010, the government has been providing 
the salaries closer to the Masjid al-Haram in Makkah and the Prophet's 
Mosque in Medina with details of the distance as follows: Ring I as much 
as 63 percent and as much as 37 percent Ring II. While in the Medina area 
in the markaiyah region as much as 95 percent , or as far as 750 meters 
from the Prophet's Mosque. Sixth, strengthening the association organizing 
special pilgrimage. In order to improve the bargaining Indonesian 
Government in this regard pilgrims by the Government of Saudi Arabia 
and ease of guidance and supervision of the implementation of the special 
hajj, since the pilgrimage season in 1427 AH / 2006 AD, the Government 
managed to unite the three associations Special Hajj namely AMPUH, 
AMPPUH, and SEPUH become AMPHURI (Operator Muslim 
Association of Hajj and Umrah Republic of Indonesia). Seventh, 
development and strengthening of the organization of the Hajj 
organizational structure, both in the country and in Saudi Arabia, through:  
(1) the establishment of the first echelon units that deal specifically with 
the organization of the Hajj; (2) the establishment of the Technical 
Implementation Unit (UPT) Hajj Mission Office in Saudi Arabia. This 
work is done in view of the burden of organizing the Hajj very heavy duty 
and wide, so it takes a strong organizational structure with the ability of 
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qualified lobby. Eighth, quality improvement officer pilgrimage through 
competency-based recruitment and performance-based training, as well as 
the elimination of travel and facilities for officials or other elements that 
raise the Hajj pilgrimage in addition to officers. Efforts to improve the 
quality of hajj officers become a very important factor, especially at the 
peak of the hajj, officers became the main focus for the hajj pilgrims in 
service. While the elimination of facilities for officials in order to suppress 
the amount of costs to be borne by the candidate Hajj pilgrims. In addition, 
this deletion policy can be used as a door to eliminate interventions which 
could damage the system the Hajj. Ninth, the implementation of Standard 
Operating Procedures (SOP) for the implementation of the Hajj in 
accordance with ISO 9001: 2008. The existence of this SOP is helpful to 
attempt to measure service standards and facilitate annual evaluation in 
order to improve the quality of implementation. Tenth, the announcement 
of the results of the audit balance organizing the pilgrimage through the 
mass media. As part of the effort to ensure transparency of financial 
management of the Hajj, the Ministry of Religious continue to work 
together with the Corruption Eradication Commission , the Supreme Audit 
Agency, Financial and Development Supervisory Agency , and promote 
internal control effectiveness of various approaches through auditing by 
the Inspectorate General of the Ministry of Religious. Eleventh, the 
improvement of legislation on the organization of the Hajj, in particular 
Act No. 13 of 2008 on the Hajj, as well as the preparation of the Draft Law 
on Financial Management of Hajj.. Model and Format Principles of Good 
Corporate Governance in an accountable Hajj in Indonesia need new 
models and formats that based on GCG for organizing the pilgrimage 
toward a model of accountable both in this country and abroad, especially 
in Saudi Arabia needs to be needed is a strengthening of the Organization, 
good management, and institutional both operators and regulators of both 
could not be separated in fact be supported so that it can create dynamic 
conditions in the organization of the Hajj, then reformulated or Rebuilding 
Public Services Competency Based Management, Utilization Institute of 
Hajj and the role of the community as a synergy of public services, 
Reformulation or build Policy ideal hajj Implementation administration 
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good management, and institutional both operators and regulators of both 
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Public Services Competency Based Management, Utilization Institute of 
Hajj and the role of the community as a synergy of public services, 
Reformulation or build Policy ideal hajj Implementation administration 





Based on the analysis of the reality presented as the organization of the 
pilgrimage in today's era of globalization, principles of corporate governance 
and good governance is a new paradigm in the world of business and system of 
governance both internationally and nationally. The main trigger for the 
development of the need for corporate governance practices that either the 
government or the company, as a result of the bankruptcy of companies and 
moral deterioration in the government that had occurred as a result of not 
applying the principles of corporate governance. In addition to the many 
corrupt practices that create business competition is not healthy, but good 
business activity is one indicator of a country's economic development. To 
return a stable government and good governance need structuring or 
arrangements in the form of regulations that support the application of the 
principles of good corporate governance. Therefore, the current application of 
the principles of good corporate governance in governance by the Ministry of 
religions in terms of organizing the Hajj is a must. The results of the 
dissertation research showed that the implementation of the principles of good 
corporate governance in government (MORA) in Indonesia has not run as 
expected and many obstacles or constraints. Enormous constraints encountered 
in application GCG currently in Indonesia, particularly in the government 
(MORA) is corruption, inflate costs, collusion and nepotism still thrives and 
continues to be nurtured in many government agencies, private and state-
owned entities / regions. Broadly speaking there are two factors that influence 
the success of corporate governance in Indonesia, particularly in the 
organization of the pilgrimage is an internal factor, is to encourage the 
successful implementation of corporate governance practices derived from the 
MORA, among others:  a. There is a culture of government (MORA), which 
supports the implementation of GCG in the mechanism and system 
management work in government (MORA); b. There are various regulations 
and policies issued by the government (MORA) refers to the application of the 
values of GCG; c. The existence of risk management control of government 
(MORA) are based the principles of good corporate governance standards; d. 
There is an effective audit system in government (MORA) to avoid any 
irregularities that might occur; e. The disclosure of information for the public 
to understand every movement and management measures in the 
implementation of the Hajj so that the public can understand and follow every 
step of development and dynamics of organizing the pilgrimage from time to 
time; f. The existence of quality skills, credibility, and integrity of the various 
parties that run the organization of the pilgrimage so as to achieve the 
implementation of the model and the dynamic pilgrims. While external factors, 
namely the various factors that come from outside government (MORA), 
which greatly affect the successful implementation of GCG, is among others: 
1. There is a good legal system so as to ensure the entry into force of the rule of 
law that is consistent and effective for MORA and pilgrims; 2. There is support 
for the implementation of good corporate governance in the public sector that 
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government agencies are expected to implement the Good Governance and 
Clean Government towards Good Governance actual Government; 3. 
Establishment of a system of social values that support the implementation of 
GCG in the community. This is important because the system is expected to 
arise active participation of the community to support the implementation and 
dissemination of voluntary; 4. Developing the spirit of anti-corruption in the 
public sphere.  
F. Recommendation 
Recommendations put forward the author is;1. Immediately publish or 
enforce the values of GCG in organizing Hajj, 2.Strengthening the institute 
executor between regulators and operators,3. In the development and 
management system that can improve the quality of the pilgrimage to the next, 
materials / substances that need to be revised in Law No. 13 Year 2008 
include: Principles of organization of the Hajj, related nonprofit., Registration 
Hajj, related at least 18 years of age, and status of both Hajj and so on. 
Registration services unlocks a special pilgrimage and cancel ., Government 
obligation with increasingly long waiting list congregation., Protection of 
pilgrims, including health insurance., Officer pilgrimage area, a team of local 
guides Indonesian Hajj., The use of optimization of the initial deposit funds 
and special regular pilgrimage., Shall set the amount BPIH before the 
President., Approval magnitude BPIH before determined by president., The 
division of the national quota into provincial town, and the governor can divide 
the district quota. / Town., KPHI role in supervision, including a special 
pilgrimage., Health services Hajj., Designation of air transportation for 
pilgrims., Implementation of the pilgrimage there is cost of APBN., as well as 
the implementation of umrah need the budget from apbn., The results of the 
operational efficiency of Hajj BPIH be included in DAU, while not all pure 
BPIH from pilgrims (the optimization results)., TPHD officers, cost of APBD 
or personal expenses., Strict sanctions against PPIU and PIHK who abandon 
pilgrims.4. There is support for the implementation of GCG from the public 
sector government agencies and community participation are expected to 
implement the Good Governance and Clean Government towards Good 
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Abyaar Ali : Sering disebut dengan nama Bier Ali, yaitu suatu tempat 
berupa masjid, yang merupakan tempat Miqat bagi Jamaah 
Haji dan/atau Umroh yang pergi ke Mekkah dari arah 
Madinah. Terletak 12 kilometer dari arah Madinah. 
Aqabah : Salah satu dari tiga Jamarat yang letaknya paling dekat 
dengan Masjid al Haram. 
Arafah : Suatu padang luas dan terbuka tempat para jamaah haji 
melakukan Wukuf, pada tanggal 9 Dzulhijjah. 
Arbain : Melakukan shalat wajib dengan berjamaah di masjid 
sebanyak 40 kali, berturut-turut tanpa terputus dan tidak 
tertinggalkan takbiratul ihram. (Ada dua hadits mengenai hal 
ini, yang satu menyatakan bertempat di Masjid Nabawi 
Madinah, yang satu menyatakan di semua masjid). 
Armina : Suatu istilah umum Jamaah Haji Indonesia yang 
dimaksudkan sebagai rangkaian prosesi manasik ibadah haji 
yang melewati tempat-tempat Arafah, Muzdalifah, Makkah, 
dan Mina. 
B. 
Babbus Salam : Salah satu pintu pada Masjid al Haram maupun Masjid 
Nabawi, yang disegyoyakan dilewati pada saat pertama kali 
memasuki ke dua masjid tersebut. 
Baitullah : Rumah Allah, yang dimaksudkan adalah Masjid al Haram. 
Bier Ali : Sebutan lain dari Abyaar Ali. 
D. 
Dam : Denda yang dikenakan bagi pelanggar ketentuan haji atau 





Fidyah : Pembayaran denda terhadap pelanggar ketentuan-ketentuan 
beribadah dengan cara membayar shadaqah, memberi makan 
fakir miskin atau dengan berpuasa. 
Formulasi : Merumuskan atau menyusun dulu yang tepat 
H. 
Hadats : Keadaan tidak suci karena najis. 
Hadyu : Binatang ternak yang halal, seperti unta, kambing, atau 
lembu. 
Hajar Aswad : Batu hitam yang melekat di sudut tenggara Ka‟bah. 
Haji : Rukun Islam kelima dengan cara melaksanakan manasik haji 
baik berupa rukun dan wajib haji. Lebih baik lagi juga 
melaksanakan sunah-sunahnya. Haji mempunyai jenis 
Tamatu‟, Qiran, dan Ifrad. 
Haji Ifrad : Melaksanakan ibadah haji dan umroh, dengan cara 
dipisahkan yaitu manasik haji, tahalul, dan umrah. 
Haji Qiran : Melaksanakan ibadah haji dan umroh secara bersamaan. 
Haji Tamatu‟ : Melaksanakan ibadah haji dan umroh dengan cara 
dipisahkan, yaitu ibadah umroh, tahalul, dan manasik haji. 
Haji Tamatu‟ sering diartikan dengan haji bersenang-senang. 
Halal : Hal-hal yang diperbolehkan menurut hukum agama Islam. 
Haram : Hal-hal yang dilarang oleh hukum agama. Bagi yang 
melakukannya berdosa dan diancam dengan hukuman. 
Hijir Ismail : Salah satu bagian dari bangunan Ka‟bah, berada di sisi luar 
sebelah utara, berbentuk setengah lingkaran. Tempat makam 
Nabi Ismail AS dan ibundanya Siti Hajar. 
Hira : Sebuah gua di gunung / Jabal Nur, terletak 5 kilometer di 
sebelah utara Kota Makkah, tempat Nabi Muhammad SAW 
menerima wahyu pertama, yaitu Surat Al-Alaq, ayat 1-5. 
I. 
Ifadhah : Salah satu rukun ibadah haji, dengan cara thowaf dan sya‟I 
dan diakhiri dengan tahalul awal. 
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Ifrad : Salah satu cara melaksanakan ibadah haji, dengan 
mendahulukan haji baru kemudian umroh. 
Ihram : Pakaian yang wajib dikenakan bagi orang yang akan 
melaksanakan ibadah haji dan/umroh. Bagi laki-laki dengan 
mengenakan dua lembar kain tidak berjahit. 
Istitho‟ah : Kemampuan untuk melaksanakan perintah ibadah. Di dalam 
ibadah haji, kemampuan secara fisik, psikhis dan mencukupi 




Jumrah : Tempat melempar 7 buah kerikil pada sebuah tugu/tembok 
yang terletak wilayah Mina, sebagai salah satu wajib haji. 
Jamarat : Merupakan kata jamak dari jumrah yang terdiri dari 3 tempat 
pelemparan jumrah, yaitu Aqobah, Ula dan Wustha. 
Junub : Keadaan badan tidak suci karena melakukan hubungan badan 
antara suami istri. 
K. 
Ka‟bah : Suatu bangunan berbentuk persegi empat dan berada didalam 
Masjid al Haram, berfungsi sebagai pusat arah umat Islam 
melakukan shalat. 
Konstruktivisme : Salah satu paradigma yang termasuk kelompok paradigma 
non positivistik. Paradigma ini berontologi realitas majemuk 
dan beragam serta bersifat realitivisme. Pemahaman tentang 
suatu realitas merupakan produk interaksi antara peneliti 
dengan objek yang diteliti melalui investigasi dengan metode 
hermeneutik dan dialektis. Aspek nilai etika dan pilihan 
moral merupakan bagian inheren dalam paradigma ini. 
Tujuan penelitian berparadigma konstruktivisme adalah 
melakukan rekonstruksi sosial secara dialektis diantara 




Labbaika hajan : Ucapan berniat untuk haji, yang berarti “aku penuhi 
panggilan untuk haji”. 
Labbaika Umratan : Ucapan berniat untuk umrah, yang berarti “ aku penuhi 
panggilan untuk umrah “. 
M. 
Mabit : Berdiam atau bermalam pada suatu tempat dan waktu yang 
telah ditentukan dalam rangkaian manasik haji. 
Maqam Ibrahim : Batu pijakan Nabi Ibrahim ketika membangun Ka‟bah. 
Manasik : Prosesi dari ritual ibadah haji, dimulai dari berniat ihram di 
Miqat, Wukuf di Arafah, Mabit di Muzdalifah, sampai 
dengan tahalul. 
Masy‟aril Haram : Sebutan lain bagi Muzdalifah yang ada di dalam Al-Qur‟an. 
Masy‟a : Tempat melakukan sya‟I, dari bukit Safa sampai Marwa, 
berada di sisi timur Masjid al Haram. 
Miqat : Tempat atau waktu untuk melakukan niat ihram, karena akan 
melakukan niat haji atau umrah. 
Miqat Makani : Melakukan niat ihram berdasarkan tempat yang ditentukan 
oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu Absyaar Ali, Qurnul 
Manazil, Ji‟ronah dan Tan‟im dan tempat-tempat lain segaris 
dengan tempat-tempat tersebut. 
Multazam : Tempat di sisi sebelah timur Ka‟bah, dengan batas antara 
hajar aswad dan pintu Ka‟bah, dan dibelakang Maqam 
Ibrahim. 
Muzdalifah : Suatu tempat berupa padang luas, untuk mabit pada malam 
hari bagi Jamaah Haji setelah wukuf di Arafah dan sebelum 
melempar Jumrah Aqobah. 
N. 
Nafar : Kepergian/perjalanan dari suatu tempat. 
Nafar Awal : Istilah didalam manasik haji, yang menunjukkan bahwa 
jamaah haji pergi dari Mina pada tanggal 12 Dzulhijjah 
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menuju ke Mekkah, lebih awal satu hari dari yang dilakukan 
oleh Nabi Muhammad SAW. 
Nafar Tsani : Istilah didalam manasik haji, yang menunjukkan bahwa 
jamaah haji pergi dari Mina pada tanggal 13 Dzulhijjah 
menuju ke Mekkah, sebagaimana dilakukan Nabi 
Muhammad SAW. 




Paradigma : Suatu sistem filosofis utama, induk atau „payung‟ yang 
meliputi ontologi, epistimologi, dan metodologi tertentu yang 
tidak dapat begitu saja dipertukarkan dengan ontologi, 
epistemologi dan metodologi dari paradigma lainnya. 
Paradigma merepresentasikan suatu sistem atau set of belief 
dasar tertentu berkenaan dengan prinsip-prinsip utama atau 
pertama, yang mengikatkan penganut atau penggunanya pada 
worldview tertentu berikut cara bagaimana „dunia‟ harus 
dipahami dan dipelajari, serta yang mengarahkan tindakan 
atau perilaku pengguna tersebut. 
Q. 
Qiran : Melaksanakan Ibadah Haji dan Umrah secara bersamaan. 
Qasar : Memendekan bilangan rakaat shalat dhuhur, asyar, dan isya‟ 
menjadi 2 rakaat. 
Qudum : Thawaf kedatangan, yaitu melakukan thawaf pada saat 
pertama kali datang di Masjid Al-Haram. 
R. 
Rafadz : Berkata kotor dan tidak bermanfaat. 
Ramal : Berlari-lari kecil, bagi laki-laki, 3 kali putaran pertama pada 
saat melakukan thawaf qudum, atau berlari-lari kecil diantara 
lampu hijau pada saat melakukan Sya‟i. 
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Rekonstruksi : Rekonstruksi berasal dari kata reconstruction yang diberi 
pengertian tentang penyusunan kembali, pembangunan 
kembali atau menata ulang dan dapat juga diberi pengertian 
reorganisasi. Pengertian rekonstruksi adalah sebagai “the act 
or process of rebuilding, re creatin, or reorganizing 
something” (Black’s Law Dictionary). Konstruksi kebijakan 
penyelenggaraan ibadah haji dihasilkan dari kegiatan untuk 
mempertemukan konstruksi-konstruksi yang bersifat ideal 
dan “existing” yang dapat ditelusuri pada tiga domein 
bekerjanya hukum didalam masyarakat, yaitu domein 
lembaga pembuat peraturan perundang-undangan (Law 
Making Institutions), dan domein lembaga-lembaga 
pemegang peran (Role Occupant) berdasarkan teori 
bekerjanya hukum Chambliss- Siedman. Rekonstruksi 
kebijakan penyelenggaraan ibadah haji berarti upaya untuk 
membangun konstruksi baru dengan berbekal pada konstruksi 
ideal dan konstruksi “existing” tentang dasar, tujuan dan isi 
penyelenggaraan ibadah haji. 
Rukun Haji : Suatu ketentuan didalam ibadah haji yang harus dilakukan 
sendiri tidak boleh diwakilkan, apabila tidak dilakukan akan 
berakibat ibadah hajinya tidak sah. 
S. 
Safar : Perjalanan. 
Sunnah : Suatu ketentuan didalam beribadah yang apabila dikerjakan 
akan memperoleh pahala dan apabila ditinggalkan tidak 
berakibat apa-apa terhadap ibadahnya. 
Sya‟i : Melakukan manasik di dalam haji atau umrah dengan cara 
berjalan kaki-kaki dari bukit Safa sampai bukit Marwa dan 
sebaliknya sebanyak 7 kali perjalanan. 
T. 
Tahalul : Suatu perbuatan untuk menghilangkan larangan-larangan 
selama ihram, dengan cara mencukur rambut atau melakukan 
thawaf ifadah pada saat ibadah haji. 
li 
 
Talang emas : Jalan air diatas ka‟bah, yang berada diats Hijir Ismail dan di 
buat dari bahan emas, berguna untuk membuang luapan air 
yang ada di atas Ka‟bah. 
Talbiyah : Suatu pujian-pujian kepada Allah SWT pada saat haji dan 
umrah, yang berbunyi “Labbaik Allahumma labbaik, 
labbaika laa syarikalaaka labbaik, innalhamda, wanikmata 
lakawalmulk, laa syarikalak”. 
Tamatu‟  : Melaksanakn ibadah haji, dengan cara memisahkan ibadah 
haji dan umrah dengan tahalul. 
Tarwiyah : Berhenti atau diam/tinggal di Mina, satu hari sebelum 
melakukan Wukuf, dengan cara melaksanakan shalat wajib 5 
waktu di qasar dan tidak dijamak. 
Thawaf : Melakukan ibadah dengan cara berjalan kaki mengelilingi 
Ka‟bah sebanyak 7 kali putaran, dalam keadaan suci dari 
hadats, dimulai dan berakhir di hajar aswad. 
 
U. 
Udzur : Suatu keadaan ketidakmampuan manusia disebabkan karena 
keadaan fisik atau psikhis, salah satu diantaranya karena usia 
tua. 
W. 
Wada‟ : Thawaf yang dilakukan pada saat akan meninggalkan masjid 
Al-Haram. 
Wajib Haji : Ketentuan di dalam ibadah haji yang harus dilakukan, namun 
apabila ada penyebab yang dibolehkan oleh hukum agam 
sehingga tidak dapat melaksanakannya, maka dapat 
digantikan atau ditunda. 
Wukuf : Rukun haji yang apabila ditinggalkan tidak sah hajinya, yaitu 
tinggal di Padang Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah, sejak 
matahari tergelincir ke barat sampai tenggelamnya matahari, 
dengan melakukan ibadah salat dhuhur dan asyar dengan cara 




Zam-zam : Air suci bagi umat islam yang berasal dari mata air yang 
ditemukan pertama kali oleh Siti Hajar istri Nabi Ibrahim dan 
Ibunda Nabi Ismail AS, didekat Ka‟bah. Mata air ini tidak 
pernah kering, bahkan melimpah sepanjang masa, meskipun 
berada di tanah pegunungan tandus dan setiap saat diambil 
untuk dimanfaatkan dan dibawa pulang oleh jamaah haji dan 
umrah ke negara masing-masing di seluruh dunia. 
Ziarah : Dalam bahasa sehari-hari berarti berkunjung. Di dalam 
rangkaian ibadah haji dan umrah, ziarah berarti berkunjung 
ke Masjid Al-Haram dan Masjid Nabawi, seta tempat-tempat 
yang telah ditentukan didalam manasik haji dan umrah 






ADB : Asia Development Bank 
AFTA : Asean Free Trade Area 
APEC : Asia Pasific Economic Coorparation 
B. 
BEJ : Bursa Efek Jakarta 
BES : Bursa Efek Surabaya 
BUMD : Badan Umum Milik Daerah 
BUMN : Badan Umum Milik Nasional 
C. 
CGPI : Corporate Governance Perception Index 
CSR : Coorporate Social Responsibility 
F. 
FCGI : Forum for Corporate Governance in Indonesia 
FK.KBIH : Forom Kelompok Bimbingan Haji 
G. 
GCG : Good Corporate Governance 
GGG : Good Government Governance 
I. 
IICG : Indonesia Institute of Corporate Governance 
IMF : Internasional Monetary Funding 
K. 
KBIH : Kelompok Bimbingan Ibadah Haji 
KKN : Korupsi Kolusi Nepotisme 
KNKG : Komite Nasional Kebijakan Governance 
KPHI : Komisi Pengawasan Haji Indonesia. 
L. 
L/C : Leader of Creditt 
O. 
ONH : Ongkos Naik Haji 
R. 
RUPS : Rapat Umum Pemegang Saham 
T. 
TKHI : Tim Kesehatan Haji Indonesia 
TPHD : Tim Pembimbing Haji Daerah 
TPIHI : Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia 
W. 
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